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KATA PENGANTAR 

 
Allhamdulilahirobbillalamiin, Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah 

SWT, atas berkat dan rahmatnya jualah Renja Kerja (Renja) Dinas Kesehatan 2023 

selesai dibuat. Pembuatan Renja Kerja (Renja) mempedomani Renstra 2023-2026. 

Dokumen Renja Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung dipergunakan sebagai acuan tahunan dalam membuat kebijakan dan 

pedoman dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan kesehatan dengan 

mengembangkan kreativitas, inovasi dan kemampuan.  

Renja Kerja (Renja) Tahun 2023 memuat capaian kinerja tahun lalu, seperti 

Evaluasi konstribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai 

dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome), Isu-isu strategis yang terkait 

dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah, 

kebijakan nasional, Regulasi atau peraturan Perundang-undangan, Saran dan/atau 

masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah. 

Kami sadari menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 masih ada kekurangan, oleh sebab 

itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen Dinas Kesehatan 

Maupun pihak-pihak yang terkait untuk perbaikan dan penyempurnaan ditahun 

mendatang. Dan tidak lupa ditahun ini kami juga ingin menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada semua pihak atas bantuan dan partisipasinya dalam penyusunan 

Renja Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2023. Semoga dokumen Renja Kerja 

(Renja) ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan kesehatan di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

 

 

Pangkalpinang,                            2022 

 

Kepala Dinas Kesehatan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

 

 

dr. H. ANDRI NURTITO, M.A.R.S. 

NIP : 19670909 200112 1 001 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 
1.1. Latar Belakang 

 

Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 merupakan perencanaan tahunan yang 

merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 yang disusun secara 

berkesinambungan setiap tahunnya. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 

implementasi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Rancangan awal Renja Dinas Kesehatan tahun 2023 merupakan tahapan 

penyusunan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan  Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah  serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhitan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah. 

Dari uraian di atas, maka Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung yang perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sebagai pedoman 

kerja satu tahun kedepan, yang menjembatani antara perencanaan perangkat 

daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Perangkat 

Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan resmi daerah untuk periode satu 

tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan 

baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan 

mendorong pasrtisipasi masyarakat.  

Dokumen Renja perangkat daerah pada pasal 143 peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang berbunyi “Renja Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam 

menyusun RKA Perangkat Daerah’’. Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung tahun 2023 memuat usulan dari hasil Musrenbang ditingkat 
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kabupaten/Kota dengan memperhatikan Sistem Kesehatan Nasional dan digunakan 

sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Program, kegiatan dan 

sub kegiatan yang memuat indikator, tolak ukur dan target kinerja mengacu pada 

kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-

PPAS). Selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. Dan akan 

dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023. 

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan beberapa pendekatan sebagai 

berikut : 

1.1.1. Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan 

negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, 

golongan dan rahasia negara. 

1.1.2. Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan 

perubahan yang terjadi. 

1.1.3. Efisien yaitu pencapaian keluaran maksimal dengan masukan terendah 

1.1.4. Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki 

denga cara yang paling optimal 

1.1.5. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari renstra dapat 

dipertanggungjawabkan. 

1.1.6. Partisipatif melibatkan seluruh bidang dalam setiap proses tahapan. 

1.1.7. Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara 

untuk mencapainya. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung tahun 2023 merupakan salah satu bagian dari Dokumen Rencana 

Perangkat Daerah yaitu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026. 
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Dengan demikian landasan Renja Tahun 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung secara spesifik adalah: 

Landasan Ideal 

Pancasila sebagai landasan ideal bagi masyarakat, menyebutkan adanya 

keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, interaksi 

dengan masyarakat, interaksi dengan alam, interaksi dengan negara dan bangsa 

lain. Dinas Kesehatan pada hakikatnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitungkan 

upaya pembangunan untuk mewujudkan kesehatan manusia. 

Landasan Konstitusional 

Undang Undang Dasar Tahun 1945 menjadi dasar bagi pelaksanaan 

kehidupan bernegara dan berbangsa, termasuk implementasi hukum, peraturan, 

kebijakan dan nilai. Dinas Kesehatan ditujukan untuk mendukung pencapaian 

program kesehatan masyarakat yang tinggi. 

Landasan Operasional 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kepulauan 

Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4286); 

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4422); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor  33, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4700); 

6. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 



DINAS KESEHATAN 
 

4 BAB I | RENCANA KERJA 2023 
 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara 

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara 

evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka 
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panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta 

tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana 

pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah 

daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis 

Pemunuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

68); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

050-5889 Tahun 2021  tentang Hasil Verikfikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2016 Nomor 1 Seri D);  

17. Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 

tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 

10 Seri E); 

18. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan 
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Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2020 Nomor 5 Seri D) ; 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.3.1. Maksud 

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 adalah memberikan arah 

sekaligus sebagai pedoman bagi pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas 

Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan program 

kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan terselenggarannya 

pembangunan kesehatan yang efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang (tahun 2023) melalui 

pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang kesehatan dalam 

mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam 

RKPD,Renstra, RPD yang secara berkesinambungan. 

 

1.3.2. Tujuan 

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

1. Mendiskripsikan tentang program-program yang akan dilaksanakan langsung 

oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

2. Menjadi Pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas 

Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun berjalan untuk 

mendukung pencapaian target tujuan, sasaran program dan indikator kinerja 

kegiatan. 

3. Memantapkan pelaksanaan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

melalui pengukuran kinierja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, 

tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan kesehatan daerah; serta  

4. Menjadi dasar bagi penyusunan laporan Akutanbilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan. 
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5. Meningkatkan sistem surveilans dan sistem informasi kesehatan dalam 

rangka mendukung perencanaan berbasis data informasi yang akurat 

Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 

 

1.4. Dasar Pertimbangan Penyusunan Renja 

Penyusunan Rencana Kerja Implementasi dari Pasal 126 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian 

dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah 

tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan 

jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka 

panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana 

kerja pemerintah daerah 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Mengemukakan secara ringkas Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 

Kesehatan, fungsi Renstra Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan pembangunan 

daerah, proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan adanya  

dengan mempedomani Renstra Dinas Kesehatan, Rencana Pembangunan Daerah 

(RPD), Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota. 

1.2. Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang undang undang, peraturan pemerintah, 

peraturan menteri, dan  peraturan daerah serta ketentuan peraturan lainnya yang 

mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas 

Kesehatan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan 

dan penganggaran Dinas Kesehatan. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana 

Kerja (Renja) Dinas Kesehatan 

1.4. Dasar Pertimbangan Penyusunan Renja 



DINAS KESEHATAN 
 

8 BAB I | RENCANA KERJA 2023 
 

Memuat penjelasan tentang dasar pertimbangan penyusunan Rencana Kerja 

(Renja) Dinas Kesehatan 

1.5. Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja (Renja) Tahun 

2023, serta susunan garis besar isi dokumen 

 

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

Memuat informasi tentang pelaksanaan dan capaian tahun lalu, yaitu pada 

tahun  2020, 2021, dan 2022.  

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian 

Renstra Dinas Kesehatan  

Memuat penjelasan tentang evaluasi kinerja tahun lalu, dimulai dari tujuan, 

sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah.  

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Memuat capaian indikator program, Kegiatan, dan Subkegiatan serta 

proyeksi tahun 2023 

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan 

Bagian ini menjelaskan isu-isu penting dalam pelaksanaan program, 

kegiatan, dan sub kegiatan pada waktu berjalan atau waktu yang akan datang 

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD 

Bagian ini menjelaskan perencanaan awal yang di evaluasi, sesuai kondisi 

baik itu sumber daya keuangan daerah dan evaluasi pencapaian kinerja tahun 

sebelumnya. 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bagian ini 

Menjelaskan telaah pada hasil pokok pikiran dewan (pokir), pada tahun 

berjalan 

 

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN PROVINSI 

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Pada bagian ini dikemukakan Telaah terhadap kebijakan nasional 
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merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas 

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perencanaan Rencana Kerja tahun 2023. 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Provinsi 

Bagian ini tidak membahas tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-

isu penting penyelenggaraan  tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan 

dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung tahun 2022-2026. 

3.3. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan 

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor faktor pertimbangan dalam 

pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. 

 

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan 

tahun 2023 dan perkiraan tahun 2024. 

 

BAB V. PENUTUP 
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BAB II 
 

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 
 
 
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian 

Renstra Dinas Kesehatan 

Bab ini memuat kajian (review) (Tahun N-2) atau Tahun 2021 dan capaian 

prognosa/ capaian tahun berjalan (Tahun N-1) atau Tahun 2022. Selanjutnya 

disertakan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan 

realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun 

sebelumnya. 

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain: 

1. Realisasi program/kegiatan hasil/keluaran yang direncanakan; 

2. Realisasi program/kegiatan hasil/keluaran yang direncanakan; 

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang 

direncanakan; 

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau 

target kinerja program/kegiatan; 

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat 

Daerah;dan 

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil 

untuk mengatasi faktor penyebab tersebut.  

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja pada tahun 2021 menjadi salah satu 

indikator dalam penyusunan Renja Tahun 2023. Hasil kajian evaluasi ini menjadi 

dasar penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran 

dan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen jangka menengah. 

Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah akan sangat menentukan 

kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program 

dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun 

berikutnya, maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat 

Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.  

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan 

pencapaian Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mengidentifikasikan 
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sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program 

dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kegiatan Renstra 

Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan dihadapi. 

Evaluasi kinerja pada tujuan dan sasaran dimulai minggu pertama bulan 

Desember tahun 2021, untuk di tahun 2021 tujuan dan sasaran OPD mengalamai 

perubahan yang selanjutnya akan dijabarkan atau diuraikan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 
Evaluasi Kinerja Tujuan dan Sasaran OPD 

 
No Tujuan Sasaran Indikator Target 

2021 

Realisasi 

2021 

Capaian 

2021 

Kriteria 

Penilaian 

1. Meningkatkan 
Derajat 
Kesehatan 
Masyarakat Meningkatnya 

Pelayanan 
Kesehatan yang 
Bermutu 

Persentase 

masyarakat 
mendapatkan 

pelayanan 
kesehatan yang 

bermutu 
 

83% 90,64% 109,20% 
Sangat 
Tinggi 

Menigkatkannya 
Perilaku 
Masyarakat Babel 
Sadar Sehat 

Angka 
partisipasi 
masyarakat 
sadar sehat 

 

77% 89% 115,58% 
Sangat 
Tinggi 

2. Mewujudkan 
Reformasi 
Birokrasi 
Perangkat 
Daerah 

Meningkatnya Tata 
Kelola Internal 
Perangkat Daerah 

Nilai RB 

perangkat daerah 
 

25 21,62% 86,48% Tinggi 

 

Pengukuran kinerja program dimulai minggu pertama bulan Desember pada 

tahun 2021 telah dilakukan dengan hasil bahwa sebagian besar sudah dapat 

mencapai target yang diharapkan bahkan beberapa indikator melebihi target yang 

ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja indikator dapat diuraikan  sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 
Evaluasi Kinerja Program OPD 

Program Indikator Kinerja 
Target 

Nasional 

Target 
Akhir 

Renstra 
2022 

Realisasi 
Tahun 
2021 

Capaian (%) Ket. 

Pemenuhan 
upaya 
kesehatan 
perorangan 
dan upaya 
kesehatan 
masyarakat 

Persentase 
peningkatan 
kesehatan 
masyarakat 

 85,86% 84,74% 98,69 
Belum 

Tercapai 

Persentase 
pencegahan 
dan pengendalian 
penyakit 

 93,60% 88,82% 94,89 
Belum 

Tercapai 

Persentase 
fasilitas 
pelayanan 
kesehatan 
yang terakreditasi 
minimal madya 

 85% 85,94% 101,11 Tercapai 

Persentase 
puskesmas 
dengan 
ketersediaan obat 
dan vaksin 
essensial 

 86% 100% 116,28 
Belum 

Tercapai 

Persentase 
peningkatan 
pemeriksaan 
laboratorium 
kesehatan 

 85% 75% 88,24 
Belum 

Tercapai 

Persentase 
pelaksanaan 
sinkronisasi 
penerapan 
standar 
pelayanan 
minimal bidang 
kesehatan lintas 
kabupaten/kota 

 100% 100% 100 Tercapai 

Persentase 
fasilitas 
pelayanan 
kesehatan 
yang 
menggunakan 
sistem informasi 
kesehatan (SIK) 

 100% 100% 100 Tercapai 

Peningkatan 
Kapasitas 
Sumber Daya 
Manusia 
Kesehatan 

Persentase 
tenaga 
Kesehatan yang 
mendapatkan 
peningkatan 
kompetensi 

 85% 81% 95,29 
Belum 

Tercapai 

Sedian 
Farmasi, Alat 

Persentase 
sarana 

 87% 87,34% 100,39 Tercapai 
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Kesehatan 
dan  Maknana 
Minuman 

sediaan farmasi, 
alat 
kesehatan dan 
makanan 
minuman yang 
memenuhi 
syarat 

Pemberdayaa
n Masyarakat 
Bidang 
Kesehatan 

Persentase akses 
sanitasi keluarga 

 90% 89% 97,55% Tercapai 

Persentase 
(Upaya 
Kesehatan 
Berbasis 
Masyarakat 
(UKBM) Aktif 

 81,25% 75% 80,45% Tercapai 

Rata-rata Indikator Program 
 

97,53% (Belum tercapai) 

 

Rata-rata capaian indikator kinerja ini adalah 97,53% dengan peredikat 

Belum Tercapai. Dari 11 indikator kinerja Program upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat, 6 indikator kinerja telah tercapai target dan 5 indikator 

kinerja belum mencapai target yang telah ditentukan.  

Pencapaian indikator kinerja tersebut, dengan uraian sebagai berikut: 

1. Realisasi indikator kinerja sasaran yang memenuhi / melebihi target terdiri 

dari: 

a. Persentase masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang 

bermutu 

b. Angka partisipasi masyarakat sadar sehat 

c. Nilai RB Perangkat Daerah 

2. Realisasi indikator program yang belum tercapai sebanyak 4 indikator kinerja 

yaitu: 

a. Persentase peningkatan kesehatan masyarakat  

b. Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit  

c. Persentase peningkatan pemeriksaan laboratorium kesehatan  

d. Persentase tenaga Kesehatan yang mendapatkan peningkatan 

kompetensi 

3. Realisasi indikator program yang tercapai sebanyak 8 indikator kinerja yang 

terdiri dari: 

a. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal 

madya 

b. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial 
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c. Persentase pelaksanaan sinkronisasi penerapan standar pelayanan 

minimal bidang kesehatan lintas kabupaten/kota 

d. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem 

informasi kesehatan (SIK) 

e. Persentase tenaga Kesehatan yang mendapatkan peningkatan 

kompetensi 

f. Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan 

minuman yang memenuhi syarat 

g. Persentase akses sanitasi keluarga 

h. Persentase (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif 

 

4. Evaluasi tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target capaian 

indikator kinerja pada tujuan, sasaran dan program secara rinci diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu 

Kinerja sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu 

diukur dengan indikator Persentase masyarakat mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang bermutu. Indikator kinerja ini merupakan indikator komposit 

yang terdiri dari : 

1) Persentase peningkatan kesehatan masyarakat 

2) Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit 

3) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi 

minimal madya 

4) Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin 

essensial 

5) Persentase peningkatan pemeriksaan laboratorium kesehatan 

6) Persentase tenaga Kesehatan yang mendapatkan peningkatan 

kompetensi 

7) Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan 

minuman yang memenuhi syarat 
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8) Persentase pelaksanaan sinkronisasi penerapan standar 

pelayanan minimal bidang kesehatan lintas kabupaten/kota 

9) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan 

sistem informasi kesehatan (SIK) 

 

Formulasi perhitungan dengan menghitung jumlah capaian 9 

indikator kinerja dibagi 9 dikali 100%. Capaian kinerja sasaran 

meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dapat digambarkan 

sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.3 
 

Pencapaian Target Kinerja Sasaran I 

No. Indikator Kinerja 

Capaian 

Tahun 

2020 

Tahun 2021 

Target (%) 
Realisasi 

(%) 
Capaian 

(%) 

1. 

Persentase 
masyarakat 
mendapatkan 
pelayanan kesehatan 
yang bermutu 

82% 83% 90,64% 109,20% 

 
Tabel 2.4 

 
Perbandingan Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1 Tahun 

2021 dengan Pencapaian Tahun 2020 

No. Indikator Kinerja 
Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi Tahun 

2021 
+/- 

(%) 

1. 

Persentase 
masyarakat 
mendapatkan 
pelayanan kesehatan 
yang bermutu 

82% 90,64% 8,64 

 

Dari tabel-tabel diatas dapat dilakukan analisis sebagai berikut: 

Sasaran 1, meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu 

1) Tercapai 90,64%, dengan demikian persentase realisasi terhadap 

target sebesar 106,63%, maka target tahun 2021 telah tercapai 

2) Dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, terdapat kenaikan 

sebesar 1,28% 
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3) Dibandingakan dengan target akhir Renstra, diproyeksikan 

sasaran 

akan berhasil tercapai, dimana pencapaian sampai dengan tahun 

2021 adalah sebesar 106,63% 

4) Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 disebabkan oleh : 

Pencapaian indikator kinerja program yang berkontribusi terhadap 

pencapaian indikator kinerja sasaran ini telah mencapai target. 

Dimana keberhasilan ini melalui upaya Pembinaan, 

Pendampingan secara intensif terkait program kesehatan 

masyarakat, program pencegahan dan pengendalian penyakit, 

pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, serta 

pengembangan sumber daya kesehatan. pemenuhan upaya 

kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, 

program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 

dan program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan oleh 

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota. Serta adanya dukungan Dana 

Alokasi Khusus dari Kementerian Kesehatan melalui Dana Alokasi 

Khusus (DAK) fisik maupun non fisik.  

 

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran 1 ini juga didukung oleh 

program dan kegiatan yang bersumber APBD Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung yaitu pada program sebagai berikut : 

1) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya 

kesehatan masyarakat, dengan kegiatan : 

a) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, 

Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM 

dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 

b) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP 

Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah 
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2) Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

kesehatan, dengan kegiatan : 

a) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 

b) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi 

Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 

Provinsi 

3) Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, 

dengan kegiatan : 

a) Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi 

(PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 

b) Kegiatan Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional 

(UKOT) 

Sedangkan untuk dukungan dari anggaran bersumber APBN adalah 

dari program pembinaan kesehatan masyarakat, program pencegahan dan 

pengendalian penyakit, program pelayanan kesehatan dan JKN, program 

pendidikan dan pelatihan vokasi serta program dukungan manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian kesehatan. 

Analisa secara mendalam untuk pencapaian indikator kinerja program 

yang berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran ini sebagai 

berikut: 

Penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja program 

adalah sebagai berikut : 

1) Persentase peningkatan kesehatan masyarakat 

Tolak ukur capaian sasaran Persentase Peningkatan Kesehatan 

Masyarakat diukur dengan indikator persentase pelayanan 

kesehatan masyarakat. Indikator kinerja ini merupakan indikator 

komposit yang terdiri dari: 

a) Persentase pelayanan kesehatan Ibu hamil 

b) Persentase pelayanan kesehatan Ibu bersalin 

c) Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 

d) Persentase pelayanan kesehatan balita 
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e) Persentase pelayanan kesehatan anak usia pendidikan 

dasar 

f) Persentase pelayanan kesehatan usia produktif 

g) Persentase pelayanan kesehatan usia lanjut 

Indikator kinerja ini merupakan rata-rata nilai dari 7 indikator 

program tersebut. Formulasi perhitungan dengan menghitung 

jumlah capaian 7 indikator tersebut, kemudian dibagi 7 

a) Tercapai 84,74%, dengan demikian persentase realisasi 

terhadap target sebesar 99,86%, maka target tahun 2021 

belum tercapai. 

b) Dibandingkan dengan target akhir Renstra 2022, 

diproyeksikan 

sasaran akan berhasil tercapai, dimana pencapaian sampai 

dengan tahun 2021 sebesar 84,74% 

c) Capaian indikator program dibandingkan capaian tahun 

sebelumnya sebagai berikut: 

 
Tabel 2.5 

 
Perbandingan Capaian indikator program kesehatan 

masyarakat tahun 2020 

No INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 
2020 (%) 

CAPAIAN 
2021 (%) 

Tingkat 
Kemajuan 

1 
Pelayanan kesehatan 
ibu hamil 

90,06 83,48 Menurun 

2 
Pelayanan kesehatan 
ibu bersalin 

93,25 89,28 Menurun 

3 
Pelayanan kesehatan 
bayi baru lahir 

98,93 92,61 Menurun 

4 
Pelayanan kesehatan 
balita  

87,90 91,54 Meningkat 

5 
Pelayanan kesehatan 
anak usia pendidikan 
dasar 

77,85 81,15 Meningkat 

6 
Pelayanan kesehatan 
usia produktif 

65,54 77,33 Meningkat 

7 
Pelayanan kesehatan 
ibu usia lanjut 

75,23  77,84  Meningkat 

Jumlah 84,10 84,74  Meningkat 

 



DINAS KESEHATAN 
 

19 BAB II | RENCANA KERJA 2023 
 

Berdasarkan data di atas didapatkan hasil bahwa 

Persentase Peningkatan Kesehatan Masyarakat mengalami 

peningkatan dari tahun 2020. Dibandingkan dengan realisasi 

tahun lalu, terdapat kenaikan sebesar 0,64%. Masing-masing 

indikator merupakan pelayanan yang diberikan kepada sasaran 

sesuai standar yang meliputi standar kuantitas dan standar 

kualitas yang melibatkan lintas program dan lintas sektor. Ada 4 

indikator mengalami peningkatan yaitu persentase pelayanan 

kesehatan balita, persentase pelayanan kesehatan anak usia 

pendidikan dasar, persentase pelayanan kesehatan usia produktif 

dan persentase pelayanan kesehatan usia lanjut. Namun ada 3 

indikator mengalami penurunan yaitu indikator pelayanan 

kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, dan 

pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Hal ini patut diduga 

berhubungan dengan pandemi Covid-19. Situasi ini menyebabkan 

terjadinya penurunan akses pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu 

bersalin dan bayi baru lahir yang merupakan pelayanan 

berkesinambungan dari proses siklus hidup. Adanya pembatasan 

kunjungan ke puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya, adanya 

kekhawatiran bahan ketakutan sasaran untuk datang ke fasilitas 

kesehatan. Selain itu petugas kesehatan juga terbatas dalam 

melakukan kunjungan rumah. Bahkan ada beberapa puskesmas 

yang ditutup sementara karena ada beberapa tenaga kesehatan 

yang terkonfirmasi Covid-19 sehingga pelayanan kesehatan 

ditunda dan tenaga kesehatan harus melakukan isolasi atau 

karantina terutama saat terjadi gelombang kedua pandemi Covid-

19 di tahun 2021 yang mengakibatkan peningkatan kasus secara 

signifikan. Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran 

tersebut adalah: 

a) Kegiatan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan 

maupun kunjungan rumah mengacu pada peraturan dan 

kebijakan sesuai kondisi level pandemi Covid-19. 
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b) Meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan, dan 

mengoptimalkan peran tenaga kesehatan yang ada. 

c) Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang bisa 

dilaksanakan melalui Upaya Kesehatan Bersumberdaya 

Masyarakat (UKBM) di setiap desa/kelurahan. 

d) Penguatan manajemen pencatatan dan pelaporan. 

e) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada 

masyarakat. 

f) Mengoptimalkan kerjasama lintas program dan lintas sektor, 

dukungan dan sinergitas antara pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan 

desa/kelurahan dalam implementasi upaya peningkatan 

kesehatan masyarakat antara lain melalui dukungan 

kebijakan penganggaran, perencanaan program dan 

kegiatan lintas sektor serta penguatan sumber daya dan 

penerapan tata kelola yang baik (good governance). 

 

2) Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit 

Untuk indikator kinerja persentase pencegahan dan pengendalian 

penyakit, dari target yang diharapkan 92,95% diperoleh realisasi 

sebesar 88,82% yang berarti tidak tercapai. Jika indikator kinerja 

ini dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 

2020 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 1,66%. 

Selanjutnya jika dibandingkan antara realisasi kinerja sampai 

dengan tahun ini dengan target jangka menengah akhir tahun 

2022 sebesar 93,60% yang terdapat dalam perencanaan strategis 

organisasi maka realisasi kinerja ini belum tercapai, masih 

dibutuhkan 4,78% untuk mencapai target jangka menengah dalam 

perencanaan strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung tahun 2017 – 2022. 

Penyebab penurunan kinerja disebabkan oleh beberapa hal 

antara 
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lain:  

a) Pandemi covid-19 yang menyebabkan deteksi dini/screening 

sempat terhenti untuk beberapa waktu 

b) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) karena banyak 

petugas yang terlibat dalam kegiatan vaksinasi dan 

penelusuran kasus covid-19 

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target 

indikator 

kinerja tersebut antara lain : 

a) Pelaksanaan door to door untuk pelaksanaan deteksi 

dini/screening yang diintegrasikan dengan kegiatan vaksinasi 

b) Pengaturan ulang petugas dan waktu kegiatan sehingga 

semua 

kegiatan dapat terlaksana. 

 

3) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi 

minimal madya 

Realisasi indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang 

terakreditasi minimal madya pada tahun 2021 adalah 85,94% dari 

target 82%, dengan demikian indikator kinerja ini telah mencapai 

target. Apabila realisasi indikator kinerja ini dibandingkan realisasi 

tahun 2020 dan target akhir renstra tahun 2022, realisasi indikator 

ini telah mencapai target. Hal tersebut disebabkan sebanyak 55 

puskesmas dari 64 puskesmas yang ada telah tersertifikasi 

minimal madya pada tahun 2021. 

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini disebabkan oleh : 

a) Pembinaan dan advokasi yang intensif yang dilakukan oleh 

Tim Pembina Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota dan puskesmas sehingga siap 

dilaksanakan survei reakreditasi. 

b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang telah membuat peta 

akreditasi dan reakreditasi puskesmas yang disesuaikan 
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dengan kesiapan puskesmas dan penganggaran di 

kabupaten/kota. 

c) Lebih mengoptimalkan kembali sumber daya manusia (SDM) 

yang dimiliki dengan beban kerja yg dihadapi dalam 

pencapaian target indikator kinerja 

 

4) Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin 

essensial. 

Untuk indikator persentase puskesmas dengan ketersediaan obat 

dan vaksin essensial tahun 2021 ini sebesar 100% dengan target 

84%, berarti telah mencapai target tahun 2021. Apabila realisasi 

tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 maka 

realisasinya adalah lebih besar. Dan apabila realisasi tahun 2021 

dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2022, maka 

tingkat kemajuan dari indikator ini sebesar 116,28%. Adapun 

definisi operasional dari indikator persentase puskesmas dengan 

ketersediaan obat esensial yakni persentase puskesmas yang 

memiliki ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator 

pada saat dilakukan pemantauan. Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung memiliki puskesmas dengan total keseluruhan sebanyak 

64 puskesmas. Dimana pada tahun 2021 seluruh puskesmas 

melaporkan ketersediaan obat esensial secara rutin setiap bulan 

yang dikirim ke Dinas Kesehatan Kab/Kota, kemudian dilanjutkan 

ke Dinas Kesehatan Provinsi Kepulaun Bangka Belitung dan 

terakhir dilaporkan ke Kementerian Kesehatan RI. Keberhasilan 

pencapaian indikator kinerja ini melalui upaya-upaya sebagai 

berikut : 

a) Menyiapkan Petugas khusus untuk pengumpulan Data 

Indikator 

Obat dan Vaksin, yang selalu memantau pelaporan data 

yang 

masuk dari puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten 
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kota 

setiap bulan dan mengevaluasi ketaatan dan mengkaji 

laporan 

yang masuk 

b) Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan 

obat ke Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota 

sebanyak tiga kali dalam setahun untuk melihat Ketersediaan 

Obat dan Vaksin di Puskesmas dan Dinkes kabupaten kota 

baik stok fisik maupun administrasi dan pencatatannya, 

termasuk diskusi dengan petugas di lapangan terkait 

permasalahan pengelolaan dan ketersediaan obat. 

c) Menyiapkan obat buffer untuk mengantisipasi ketersediaan 

obat yang menipis / kosong di kabupaten kota, baik melalui 

pengadaan yang bersumber APBD maupun hibah dari 

Kementerian Kesehatan 

d) Menyediakan biaya distribusi obat, alkes dan vaksin, baik 

melalui dana APBD maaupun DAK untuk mempermudah 

pendistribusian obat ke kabupaten kota. 

 

5) Persentase peningkatan pemeriksaan laboratorium kesehatan 

Pada tahun 2021 realisasi indikator kinerja persentase 

peningkatan pemeriksaan laboratorium kesehatan adalah sebesar 

75% dengan target 80%, dengan demikian belum mencapai 

target. Apabila realisasi tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 

2020 sebesar 70%, mengalami sedikit kenaikan, dan bila 

dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2022 tingkat 

kemajuannya baru mencapai 88,24%. Indikator kinerja ini dihitung 

melalui layanan pemeriksaan yang dilakukan oleh UPTD. Balai 

Labkes. Adapun layanan pemeriksaan yang dilakukan adalah 

pemeriksaan Hematologi, Kimia klinik, Imunoserologi, 

Mikrobiologi, mikrobiologi udara, Uji kesehatan, Bakteriologi 

(Makanan, minuman dan air), Kimia Lingkungan, Toksikologi, 

Biomelekuler, pengujian/ Kalibrasi Alkes dan pemakaian 
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sarana prasarana.  Kegagalan pencapaian indikator kinerja ini 

disebabkan karena adanya 3 layanan di UPTD. Balai Labkes yang 

belum dapat berjalan sebagaimana mestinya yaitu pada layanan 

pemeriksaan mikrobiologi udara, kalibrasi alat kesehatan dan 

pemakaian sarana prasarana. Belum optimalnya layanan 

pemeriksaan tersebut disebabkan belum lengkapnya ketersediaan 

peralatan yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan, 

terutama peralatan pengujian/kalibrasi alkes. Solusi yang akan 

dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja ini adalah 

dengan menganggarkan pengadaan peralatan pengujian/kalibrasi 

alkes di dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2022. 

 

6) Persentase pelaksanaan sinkronisasi penerapan standar 

pelayanan minimal bidang kesehatan lintas kabupaten/kota 

Untuk indikator kinerja Persentase pelaksanaan sinkronisasi 

penerapan standar pelayanan minimal bidang kesehatan lintas 

kabupaten/kota tercapai 100%, dengan demikian realisasi 

Indikator Persentase pelaksanaan sinkronisasi penerapan standar 

pelayanan minimal bidang kesehatan lintas kabupaten/kota tahun 

2021 sudah mencapai target tahun 2021 yaitu sebesar 100%. 

Apabila indikator kinerja ini dibandingkan dengan realisasi kinerja 

tahun 2020 sebesar 90%, realisasi kinerja pada tahun 2021 lebih 

besar yaitu sebesar 100%. Dan bila dibandingkan dengan target 

akhir Renstra tahun 2022, diproyeksikan sasaran akan berhasil 

tercapai, dimana pencapaian realisasi kinerja sampai dengan 

tahun 2021 sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian kinerja pada 

indikator kinerja ini, di sebabkan oleh: 

a) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota baik secara lisan maupun tulisan 

b) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota 

dalam 
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rangka penerapan standar pelayanan minimal (SPM) 

Kabupaten/Kota 

 
7) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan 

sistem informasi kesehatan (SIK) 

Untuk capaian indikator kinerja Persentase fasilitas pelayanan 

kesehatan yang menggunakan sistem informasi kesehatan (SIK) 

tercapai 100%, dengan demikian realisasi Indikator Persentase 

fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem 

informasi kesehatan (SIK) tahun 2021 sudah mencapai target 

tahun 2021. 

Apabila indikator ini realisasi kinerja tahun 2021 dibandingkan 

dengan capaian tahun 2020 sebesar 43%, capaian indikator 

kinerja ini lebih besar yaitu sebesar 100%. Dan bila dibandingkan 

dengan target akhir Renstra tahun 2022, diproyeksikan sasaran 

akan berhasil tercapai, dimana pencapaian realisasi kinerja 

sampai dengan tahun 2021 sebesar 100%. 

Keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator kinerja ini di 

sebabkan: 

a) Melaksanakan pertemuan tentang sistem informasi 

kesehatan dalam rangka workshop sistem informasi 

kesehatan dengan Kabupaten/Kota. 

b) Melakukan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi terkait 

sistem informasi kesehatan dengan Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota. 

 
8) Persentase tenaga Kesehatan yang mendapatkan peningkatan 

kompetensi 

Realisasi indikator kinerja Persentase tenaga Kesehatan yang 

mendapatkan peningkatan kompetensi tahun 2021 sebesar 81%, 

dengan target 81% dengan demikian indikator kinerja ini telah 

mencapai target. Apabila indikator kinerja ini dibandingkan dengan 
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capaian tahun 2020 sebesar 80%, capaian indikator ini mengalami 

sedikit peningkatan. Bila dibandingkan dengan target akhir 

Renstra tahun 2021 capaian indikator kinerja ini baru mencapai 

95,29%. 

Adapun upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai 

target 

tersebut adalah : 

a) Pemberian bantuan tugas belajar kepada dokter / dokter gigi 

spesialis dan sub spesialis, tenaga kesehatan lainnya yang 

bertugas di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

maupun di Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. 

b) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga 

kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / 

Kota serta di fasilitas pelayanan kesehatan. 

c) Dilakukannya sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan 

nomor 18 tahun 2017 tentang penyelenggaraan ujian 

kompetensi jabatan fungsional kesehatan secara zoom ke 

Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, RSJD dan RSUP Ir. 

Soekarno. 

 

9) Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan 

minuman yang memenuhi syarat 

Realisasi tahun 2021 untuk indikator Persentase sarana sediaan 

farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi 

syarat sebesar 87,34%, dimana realisasi tersebut telah mencapai 

target tahun 2021. Realisasi tahun 2021 bila dibandingkan dengan 

capaian tahun 2020 sebesar 80% maka realisasi indikator kinerja 

ini mengalami peningkatan sebesar 7,34%. Dan apabila realisasi 

tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2022 

diproyeksikan target akan tercapai dengan tingkat kemajuan 

100,39%. 

Adapun upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai 
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target tersebut adalah : 

a) Dilaksanakannya pertemuan evaluasi terkait pemenuhan Izin 

PBF dan PAK yang dihadiri oleh penanggungjawab teknis di 

bidang usaha tersebut yang dihadiri juga Dinas Kesehatan 

Kab/Kota, 

b) Tindak lanjut pertemuan evaluasi terkait pemenuhan Izin 

PBF dan PAK yang dilakukan secara berkala, 

c) Dilakukannya sosialisasi Permenkes 14 Tahun 2021 terkait 

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ke Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota, maupun sarana distribusi di bidang farmasi 

dan alat kesehatan 

d) Bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM untuk 

penyediaan data perizinan PBF Cabang dan Cabang PAK, 

serta 

e) Dilakukan penyisiran data-data pelaku usaha yang terkait 

dengan obat tradisional mulai dari data di Puskesmas 

sampai data-data yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan 

Kab/Kota. 

 

Sasaran 2 : Meningkatnya perilaku masyarakat Babel sadar 

                            sehat 

Tolok ukur capaian sasaran “meningkatnya perilaku masyarakat 

Babel sadar sehat” diukur melalui indikator kinerja yaitu Angka 

partisipasi masyarakat sadar sehat. Indikator ini merupakan komposit 

dari 2 indikator kinerja yaitu : 

1. Persentase akses sanitasi keluarga 

2. Persentase (upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif. 

Formulasi perhitungan indikator sasaran tersebut adalah dengan 

menghitung jumlah capaian 2 indikator kinerja dibagi 2 dikali 100%. 

Capaian kinerja sasaran meningkatnya perilaku masyarakat Babel 

sadar sehat sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 2.6 
 

Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2 

No. Indikator Kinerja Capaian 

Tahun 2020 

Tahun 2021 

Target (%) 
Realisasi 

(%) 
Capaian 

(%) 

1. 

Angka partisipasi 

masyarakat sadar 

sehat 
75% 77% 89% 115,58% 

 

 
Tabel 2.7 

 
Perbandingan Pencapaian Target kinerja Sasaran 2 Tahun 

2021 dengan Pencapaian Tahun 2020 

 

No. 
Indikator Kinerja 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

+/- 

(%) 

1. 

Angka partisipasi 

masyarakat sadar 

sehat 
75% 89% 14 

 

 
Tabel 2.8 

 
Perbandingan Pencapaian Target kinerja Sasaran 2 Tahun 

2021 dengan Target Akhir Renstra 2022 

 

No. 
Indikator Kinerja 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

+/- 

(%) 

1. 

Angka partisipasi 

masyarakat sadar 

sehat 
82% 89% 108,54 

 

Dari tabel-tabel diatas dapat dilakukan analisis sebagai berikut : 

Sasaran 2, meningkatnya perilaku masyarakat Babel sadar sehat : 

1. Tercapai 89%, dengan demikian persentase realisasi terhadap 

target sebesar 108,54%, maka target tahun 2021 telah tercapai 
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2. Dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, terdapat kenaikan yang 

cukup signifikan yaitu sebesar 14% 

3. Dibandingkan dengan target akhir Renstra, diproyeksikan sasaran 

akan berhasil tercapai, dimana pencapaian sampai dengan tahun 

2021 adalah sebesar 108,54% 

4. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 2 disebabkan oleh : 

Pencapaian indikator kinerja program yang berkontribusi dalam 

pencapaian indikator kinerja sasaran ini telah mencapai target. 

Dimana pencapaian ini melalui koordinasi, advokasi dan bimbingan 

teknis terkait perilaku masyarakat sadar sehat yang dilakukan oleh 

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota, serta adanya dukungan dana dari 

Kementerian Kesehatan melalui dana alokasi khusus non fisik. 

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran 2 ini juga didukung oleh 

program dan kegiatan yang bersumber APBD Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung yaitu pada program pemberdayaan masyarakat 

bidang kesehatan, dengan kegiatan Kegiatan Advokasi, 

Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat 

dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi, Kegiatan Pelaksanaan 

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat dalam Rangka Promotif Preventif, serta Kegiatan 

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM). 

Sedangkan dukungan dari anggaran bersumber APBN adalah dari 

kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat, kegiatan 

pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga serta kegiatan 

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. 

Analisa secara mendalam untuk pencapaian indikator kinerja program 

yang berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran ini seperti 

pada tabel berikut : 
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 Tabel 2.9 

 Pencapaian Target Indikator Kinerja Program 
Tahun 2020 – 2021 

No. Indikator Kinerja Capaian 

Tahun 2020 

Tahun 2021 

Target 
(%) 

Realisasi 
(%) 

Capaian 
(%) 

1.  
Persentase akses 

sanitasi keluarga 
88% 89% 97,55% 109,61% 

2. 

Persentase upaya 
kesehatan berbasis 
masyarakat (UKBM) 
aktif 

65% 75% 80,45% 107,27 

 

 Tabel 2.10 

 Perbandingan Pencapaian Target Indikator kinerja Program 
Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2022 

No. Indikator Kinerja 
Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

+/- 

(%) 

1.  
Persentase akses 

sanitasi keluarga 
90% 97,55% 108,38 

2. 

Persentase upaya 
kesehatan berbasis 
masyarakat (UKBM) 
aktif 

81,25% 80,45% 99,01 

 
 

Penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja program adalah 

sebagai berikut : 

1. Persentase akses sanitasi keluarga 

Realisasi capaian akses sanitasi keluarga di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung pada tahun 2021 sebesar 95,77%. Angka ini 

mengalami peningkatan sebesar 7,77% dibandingkan capaian tahun 

2020 (88%) dan melebihi target renstra tahun 2021 yang ditentukan 

yaitu 89%. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini disebabkan 



DINAS KESEHATAN 
 

31 BAB II | RENCANA KERJA 2023 
 

karena adanya koordinasi lintas sektor yang baik terkait, dibeberapa 

kabupaten/kota berjalan dengan baik sesuai dengan peran dan fungsi 

masing-masing, advokasi yang terus-menerus dilakukan baik 

kabupaten/kota dan provinsi mendapat respon baik oleh kepala 

daerah di beberapa kabupaten/kota ditunjukkan dengan adanya 

kebijakan dan komitmen kepala daerah untuk mempercepat 

pencapaian akses sanitasi yang layak di wilayahnya. 

Upaya-upaya yang telah dilakukan terhadap pencapaian indikator 

kinerja tersebut adalah : 

Penguatan forum kabupaten/kota sehat 

 Melakukan Advokasi lintas sektor dan lintas program dalam 

pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 

 Melakukan Bimbingan teknis terpadu kesehatan lingkungan ke 

kabupaten/kota yang meliputi program penyehatan air dan 

sanitasi dasar, program penyehatan pangan, program PUTK 

(Penyehatan Udara Tanah Kawasan), program pengamanan 

limbah dan radiasi. 

 Monitoring Pasca 5 pilar STBM 

 

2. Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif. 

Untuk indikator kinerja Persentase upaya kesehatan berbasis 

masyarakat (UKBM) aktif tahun 2021 dengan target 75%, tercapai 

sebesar 80,45% yang berarti target tercapai. Apabila capaian tahun 

2021 dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan yaitu sebesar 15,45%. Dan bila dibandingkan 

dengan target akhir Renstra tahun 2022 sebesar 81,25%, 

diproyeksikan sasaran akan berhasil dicapai, dimana pencapaian 

sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 80,45% dengan tingkat 

kemajuan sebesar 99,01%. 

Indikator kinerja Persentase UKBM aktif terdiri dari beberapa 

UKBM yaitu: Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM), Pos Usaha 

Kesehatan Kerja (UKK), Posyandu Aktif, dan Saka Bakti Husada 

(SBH). 
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Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena 

adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa baik 

berupa kebijakan maupun anggaran mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi kegiatan. 

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan capaian 

kinerja indikator tersebut adalah sebagai berikut : 

a) Melakukan pembinaan dan monitoring ke masing-masing 

unit UKBM aktif 

b) Membagikan media-media penyuluhan ke unit UKBM untuk 

mendukung UKBM melakukan penyuluhan 

c) Mengadakan lomba pos upaya kesehatan kerja (UKK) 

 
 

b. Tujuan 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 

Sasaran 3 : Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu 

Kinerja sasaran “meningkatnya tata kelola internal perangkat 
daerah” diukur dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi (RB) 
perangkat daerah. Indikator kinerja ini merupakan diperoleh dari hasil 
penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Kesehatan Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung. 

 

 Tabel 2.11 

 Pencapaian Target Kinerja Sasaran 3 

No. Indikator Kinerja Capaian 

Tahun 2020 

Tahun 2021 

Target 
(%) 

Realisasi 
(%) 

Capaian 
(%) 

1.  
Nilai RB 

perangkat 
daerah 

10,08 22,12 25 
Belum ada 

nilai 

2. 

Persentase upaya 
kesehatan berbasis 
masyarakat (UKBM) 
aktif 

65% 75% 80,45% 107,27 
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 Tabel 2.12 

 Perbandingan Pencapaian Target Kinerja Sasaran 3 Tahun 
2021 dengan Pencapaian Tahun 2020 

No. Indikator Kinerja 
Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

+/- 

(%) 

1.  
Persentase akses 

sanitasi keluarga 
10,08 22,12 12,04 

 

 Tabel 2.13 

 Perbandingan Pencapaian Target Kinerja Sasaran 3 
Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2022 

No. Indikator Kinerja 
Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

+/- 

(%) 

1.  
Persentase akses 

sanitasi keluarga 
27 22,12 81,93% 

 

Dari tabel-tabel diatas dapat dilakukan analisis sebagai berikut : 

Sasaran 3, meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah : Data 

realisasi yang digunakan adalah nilai RB pada tahun 2020, 

karena nilai RB untuk tahun 2021 belum ada. 

 Tercapai 22,12 apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 

sebesar 25, dengan demikian persentase realisasi terhadap target 

sebesar 88,48%, maka target tahun 2021 tidak tercapai 

 Dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, terdapat kenaikan 

sebesar 12,04 

 Dibandingkan dengan target akhir Renstra, diproyeksikan sasaran 

belum tercapai, dimana pencapaian sampai dengan tahun 2021 

baru sebesar 81,93% 

 Kegagalan pencapaian kinerja sasaran 3 disebabkan oleh : 

Dari hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas 

Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung terdapat beberapa hal 
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yang nilainya kurang optimal, yaitu : 

  
 

1) Aspek Pemenuhan 

a) Manajemen Perubahan, Terdapat Rencana Aksi dan Tindak 

Lanjut (RATL) belum dikomunikasikan dan dilaksanakan. 

b) Penguatan Pengawasan, Unit kerja belum ada monitoring 

dan evaluasi dalam sisitem pengendalian intern; Unit kerja 

belum melakukan evaluasi atas Penerapan Sistem 

Pengendalian Intern (SPI); Belum dilakukan tindak lanjut 

penanganan benturan kepentingan; Belum dilakukan 

pembangunan zona integritas (ZI). 

c) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Belum dilakukan 

reviu perbaikan standar pelayanan dengan mengikutsertakan 

stakeholders (tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, 

dan lembaga swadaya masyarakat); Telah dilakukan 

pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun masih terbatas 

sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan 

yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan layanan; 

Seluruh informasi tentang layanan belum online hanya dapat 

diakses 

ditempat layanan 

 

2) Aspek Reform 

a) Manajemen Perubahan, belum adanya perubahan yang 

dibuat oleh agen perubahan. 

b) Deregulasi Kebijakan, belum adanya kebijakan terkait 

pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur 

kemudahan serta efisiensi pelayanan utama pada unit kerja. 

 

Dari hasil penilaian tersebut diperlukan langkah-langkah 

perbaikan untuk meningkatkan nilai tersebut. Adapun upaya-

upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian sebagai 

berikut:  
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a) Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) telah 

dikomunikasikan dan dilaksanakan. 

b) Melakukan monitoring dan evaluasi dalam sistem 

pengendalian intern; melakukan evaluasi atas Penerapan 

Siste Pengendalian Intern (SPI); melakukan pembangunan 

zona integritas (ZI). 

c) Melakukan reviu perbaikan standar pelayanan dengan 

mengikutsertakan stakeholders (tokoh masyarakat, 

akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat); 

Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima pada 

petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai 

kebutuhan layanan; informasi tentang layanan dapat diakses 

melalui media sosial, melalui instagram dinkesbabel dan 

facebook Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

d) Agen perubahan telah membuat program-program terkait 

manajemen perubahan, walaupun belum semuanya dapat 

berjalan dengan baik 

e) Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang 

diterbitkan telah tertuang didalam standar operasional 

prosedur (SOP). 

Data hasil capaian indikator sasaran dan program secara lengkap dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2.14 (T-C.29) 

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan 
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Analisis kinerja dilakukan terhadap indikator tujuan dan sasaran. Untuk 

indikator kinerja sasaran yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang telah 

ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut. 

Dari  data  capaian  Indikator Sasaran/program yang masuk dalam indikator 

Kinerja Kunci (IKK), Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diperoleh dari 

data pencapaian Kabupaten/ Kota dan Provinsi dan dihitung dalam jangka waktu 1 

(satu) tahun sebagai berikut : 
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Tabel 2.15 (T-C.30) 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan 

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang 

secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Hal tersebut tepatnya 

pada tahun 2021 Dinas Kesehatan capaian kinerja dijelaskan sebagai berikut: 

Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya pelayanan kesehatan yang 

bermutu” : 

 Diukur dengan indikator Persentase masyarakat mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang bermutu 

 Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pemenuhan 

Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, 

dan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan 

 Target indikator sasaran ini tahun 2021 adalah 83% dengan realisasi 

90,64%. Dengan demikian indikator kinerja ini telah mencapai target, 

dimana persentase realisasi terhadap target mencapai 109,20%. 

 Realisasi tahun 2021 sebesar 90,64% bila dibandingkan dengan 

capaian target tahun 2020 sebesar adalah 82% terjadi kenaikan 

sebesar 8,64%. 

Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya perilaku masyarakat Babel sadar 

sehat” 

 Diukur dengan indikator Angka partisipasi masyarakat sadar sehat 

 Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program 

Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 

 Target indikator sasaran ini tahun 2021 adalah 77% dengan realisasi 

89%. Dengan demikian indikator kinerja ini telah melampaui target, 

dimana persentase realisasi terhadap target mencapai 115,58%. 

 Realisasi tahun 2021 sebesar 89% bila dibandingkan dengan capaian 

target tahun 2020 sebesar adalah 75% terjadi kenaikan sebesar 14% 

Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya tata kelola internal perangkat 
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daerah” 

 Diukur dengan indikator Nilai RB perangkat daerah 

 Nilai RB perangkat daerah yang diukur adalah nilai RB tahun 2020, 

karena nilai RB tahun 2021 belum ada 

 Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 

 Target indikator sasaran ini tahun 2021 adalah 25 dengan realisasi 

22,12. Dengan demikian indikator kinerja ini belum mencapai target, 

dimana persentase realisasi terhadap target baru sebesar 88,48%. 

 Realisasi tahun 2020 sebesar 22,12 dibandingkan dengan capaian 

target tahun 2019 sebesar adalah 10,08 terjadi kenaikan sebesar 12,04 

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas tidak dapat terlepas 

dari berbagai isu penting dan strategis yang berkembang baik pada tatanan 

Pemerintah Pusat maupun tatanan daerah. Isu-isu pokok atau beberapa 

tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kesehatan ke depan, sebagai 

berikut: 

1. Penurunan angka kematian ibu dan bayi 

2. Penurunan angka stunting 

3. Eliminasi tuberculosis (TB) 

4. Pengendalian penyakit tidak menular seperti hipertensi, obesitas, 

kanker dan penyakit tidak menular lainnya 

 

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD 

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2022 

sudah   menuangkan fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan dalam rangka 

mencapai tujuan   indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD 

tahun 2017 – 2022. Secara garis besar program dan kegiatan sama dengan tahun 

sebelumnya tetapi ada program dan kegiatan yang baru menggunakan selain APBD. 

Ada perubahan jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD 
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karena dimasing-masing program & kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang 

direncanakan. Secara lebih rinci dituangkan dalam tabel 2.4 

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat tersebut disajikan dalam tabel 

2.4 Usulan Program dan Kegiatan Para pemangku kepentingan Dinas Kesehatan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut: 
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Tabel 2.16 (T-C. 31) 

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Telaah   terhadap   usulan   program   dan   kegiatan   masyarakat   telah 

dirangkum dari hasil musrenbang tahun 2022. Hasil rekapitulasi menunjukkan  

bahwa  sebagian  besar  usulan  dari  masyarakat  untuk pembangunan bidang 

kesehatan telah dilimpahkan ke SKPD Kab/kota, hal ini sesuai UU nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah.  

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diusulkan melalui dokumen 

rencana kerja (renja) Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2022, secara garis besar telah 

di susun berdasarkan kebutuhan yang mengacu pada rencana kinerja program 

kesehatan yang tercantum pada perubahan rencana strategis (Renstra) Dinas 

Kesehatan Provinsi periode 2017 - 2022, beberapa Program, kegiatan, dan sub 

kegiatan yang diusulkan juga ada yang berasal dari masukan berbagai pemangku 

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan 

kesehatan, asosiasi -asosiasi,  perangkat daerah dan usulan Kabupaten/Kota, yang 

telah dirapatkan melalui rapat koordinasi teknis sinkronisasi renja Kabupaten/kota 

yang di fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi. 

Berdasarkan rangkuman usulan program  dan kegiatan dari masyarakat 

tersebut,   bahwa   seluruhnya   telah   secara   rutin   dilaksanakan   oleh   Dinas 

Kesehatan melalui kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan di Dinas Kesehatan 

itu sendiri. Khususnya untuk bidang kesehatan diharapkan berbagai kebijakan yang 

telah ditetapkan dan disepakati antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

dapat mengintervensi permasalahan kesehatan yang ada di masing-masing wilayah 

kerja, melalui sinkronisasi, keselarasan, koordinasi dan kerjasama antar sektor 

terkait. 

Diamanatkan juga dalam penetapan program dan kegiatan prioritas 

diarahkan untuk mendukung kinerja SPM bidang kesehatan baik ditingkat Pusat, 

Kabupaten Kota maupun Provinsi, terdapat beberapa kegiatan yang diusulkan 

berdasarkan analisis data kinerja program melalui evaluasi laporan kinerja tahunan 

yang menggambarkan permasalahan dan solusi, permasalahan kesehatan dapat 

ditinjau dan dianalisis dengan menggunakan data-data kinerja program yang 

didapatkan dari pelaporan rutin ataupun hasil survey,yang penanganan 

permasalahannya dapat berupa pengaturan melalui penetapan/penerbitan standar 

peraturan terkait  kebijakan bidang kesehatan, ataupun pendanaan kesehatan yang 
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diarahkan ke fokus kebutuhan prioritas yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

 

Tabel 2.17 (T-C.32). 

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 

1. Lembar Kerja Verifikasi Pokir DPRD dan Usulan Dinas Kabupaten Bangka 

a. Lembar Kerja Verifikasi Pokir DPRD 
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b. Usulan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka 
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2. Usulan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah 
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3. Lembar Kerja Verifikasi Pokir DPRD dan Usulan Dinas Kabupaten Bangka Barat 

 

 

4. Lembar Kerja Verifikasi Pokir DPRD dan Usulan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan 
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DINAS KESEHATAN 
 

143 BAB II | RENCANA KERJA 2023 
 

5. Lembar Kerja Verifikasi Pokir DPRD dan Usulan Dinas Kesehatan pangkalpinang 

a. Lembar Kerja Verifikasi Pokir DPRD 
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b. Usulan Dinas Kesehatan pangkalpinang 
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6. Lembar Kerja Verifikasi Pokir DPRD dan Usulan Dinas Kesehatan Belitung 
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BAB III 
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN PROVINSI 

 
 
3.1 TelaahanTerhadap Kebijakan Nasional 

 

Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang 

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait 

dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Perencanaan Rencana Kerja tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan capaian 

yang optimal yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu 

keterkaitan tersebut dijelaskan dibawah ini. 

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga 

merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting 

dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target 

pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia 

akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara 

berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle Income Country) yang 

memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan 

publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan 

RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 

adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan 

makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan 

menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh 

berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung 

oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, 

khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan: 

1. Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan 

dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap 

ancaman kesehatan global; 

2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan 

dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga 

jaminan sosial yang lebih menyeluruh. 
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3. Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta 

proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan 

meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan Healthy Adjusted Life 

Expectancy (HALE) 

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia 

yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang 

makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh 

perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah 

didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin 

kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang 

tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai 

Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum. 

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan 

makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana 

tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 

“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN 

BERKEPRIBADIAN, BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” Untuk melaksanakan 

visi Presiden 2020-2024 tersebut. Dalam mewujudkan Visi Presiden maka telah 

ditetapkan misi Presiden 2020-2024, yakni:  

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 

2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya 

Saing 

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan 

Terpercaya 

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman 

pada Seluruh Warga 

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan   
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Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk 

penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing 

(khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan 

telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut: 

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi 

2. Menurunkan angka stunting pada balita 

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional 

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan 

alat kesehatan dalam negeri. 

Tujuan strategis kementerian kesehatan dalam mewujudkan Misi Presiden 

dalam bidang Kesehatan ada 5 (Lima) yakni: 

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus 

hidup 

2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 

3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan 

kedaruratan kesehatan masyarakat 

4. Peningkatan sumber daya kesehatan 

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif 

Sasaran Strategis kementerian kesehatan dalam mewujudkan Misi Presiden 

dalam bidang Kesehatan ada 7 (Tujuh) yakni: 

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat 

2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu 

3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta 

pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat 

4. Meningkatnya akses, kemandirian dan 

5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai 

standar 

6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan 

7. Meningatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata 

kelola pemerintahan yang baik dan bersih 

 

3.1.1. Arah kebijakan dan Strategi Nasional yakni: 

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020- 2024 



DINAS KESEHATAN 
 

149 BAB III | RENCANA KERJA 2023 
 

merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan 

(RPJPK) 2005-2025. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan 

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya, sebagai investasi bagi 

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. 

Kondisi ini akan tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam 

lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan 

yang bermutu, adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan 

tangguh. 

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 

adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh 

meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, 

menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi 

pada balita. Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah 

meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya 

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan 

perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. 

  

Tabel 3.1 

Indikator Sasaran Strategis RPJMN 2020-2024 yang Menjadi Tanggung Jawab 
Kementerian Kesehatan 

No Indikator Status Awal Target 2024 

1. 
Angka kematian ibu 

(per 100.000 kelahiran 

hidup) 

305 (SUPAS 2015) 
24 (SD 

183 

2. Angka kematian bayi (per 
1000 kelahiran hidup) 

24 (SDKI 2017) 16 

3. 
Prevalensi stunting (pendek 

dan sangat pendek) pada 

balita (%) 

27,7 (SSGBI 
2019) 

14% 

4. 
Prevalensi wasting (kurus 

dan sangat kurus) pada 

balita (%) 

10,2 (Riskesdas 

2018) 
7 

5. 
Insidensi HIV (per1000 

penduduk yang tidak 

terinfeksi HIV) 

0,24 (Kemkes, 
2018) 

0,18 

6. 
Insidensi tuberkulosis (per 
100.000 penduduk) 

319 

(Global TB Report 
2017) 

190 
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7. Eliminasi malaria 

(kabupaten/kota) 
285 (Kemkes, 

2018) 
405 

8. 
Persentase merokok 

penduduk usia 10-18 tahun 

(%) 

9,1 (Riskesdas 

2018) 
8,7 

9. 
Prevalensi obesitas pada 

penduduk umur >18 tahun 

(%) 

21,8 (Riskesdas 

2018) 
21,8 

10. 
Persentase imunisasi dasar 
lengkap pada anak usia 12- 
23 bulan (%) 

57,9 (Riskesdas 

2018) 
90 

11. 
Persentase fasilitas 

kesehatan tingkat pertama 

terakreditasi (%) 

40 (Kemkes, 
2018) 

100 

12. Persentase rumah sakit 
terakreditasi 

63 (Kemkes, 
2018) 

100 

13. 

Persentase puskesmas 

dengan jenis tenaga 

kesehatan sesuai standar 
(%) 

23 (Kemkes, 
2018) 

83 

14. Persentase puskesmas 

tanpa dokter (%) 
12 (Kemkes, 

2019) 
0 

15. 
Persentase puskesmas 

dengan ketersediaan obat 
esensial (%) 

86 (Kemkes, 2018) 96 

 

3.1.2. Arah kebijakan Nasional Pembangunan Kesehatan 

Guna tercapainya lima belas indikator sasaran strategis nasional tersebut, 

arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan 

kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan 

kesehatan dasar (primary health care) dan 

mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh 

inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui 

lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; 

percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan 

permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; 

pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem 

kesehatan. 
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3.1.3. Strategi Nasional Pembangunan Kesehatan 

1. Meningkatkan kesehatan ibu,anak dan kesehatan reproduksi 

2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan 

penanggulangan permasalahan gizi ganda 

3. Peningkatan pengendalian penyakit 

4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup 

Sehat 

5. Penguatan Sistem Kesehatan 

 

3.1.4. Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan 

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni 

meningkatkan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan 

setinggi-tingginya dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary 

health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, 

didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka ditetapkan arah 

kebijakan Kementerian Kesehatan sebagai berikut: 

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan 

mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta 

mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta. 

2. Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, 

mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia 

produktif, dan lansia, dan intrevensi secara kontinum (promotif, 

preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan 

preventif. 

3. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral 

(pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian 

penyakit. 

4. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi 

responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi. 

5. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk 

menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program 

prioritas, termasuk integrasi lintas program. 
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Kelima arah kebijakan Kementerian Kesehatan tersebut digunakan 

sebagai pemandu dalam menyusun Tujuan Strategis dan Sasaran 

Strategis Renstra Kementerian Kesehatan 2020 -2024. 

 

3.1.5. Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan 

Kementerian Kesehatan telah menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yang 

dijabarkan menjadi 8 (delapan) Sasaran Strategis, dalam menjalankan 

pembangunan kesehatan 2020-2024. Delapan Sasaran Strategis tersebut 

adalah: 

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat. 

2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan 

3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta 

pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat 

4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat 

kesehatan 

5. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai 

standar 

6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan 

7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya 

tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Meningkatkan 

sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih 

8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan 

pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk 

pengambilan keputusan. 

 

Berdasarkan telaah terhadap kebijakan nasional diatas, yang dapat 

dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara 

lain: 

 Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan gizi pada anak balita 

 Pemanfaatan Program kepersetaan JKN untuk masyarakat miskin 

 Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan 

menular lainnya 
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 Penenigkatan kualitas SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya 

Dalam mewujudkan perihal diatas, diperlukan koordinasi dan konsolidasi 

dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota khususnya dibidang kesehatan 

serta lintas sektor yang mempunyai hubungan dalam penerapan tujuan tersebut. Hal 

ini antara lain didasarkan dalam ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, yang membagi urusan kesehatan menjadi urusan 

pemerintahan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, 

dan Kabupaten/kota. 

 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Provinsi  
 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting 

penyelenggaraan  tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan 

sasaran target kinerja Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

tahun 2022-2026. Isu-isu di bidang kesehatan pada tahun 2023 adalah  

1. Penurunan angka kematian ibu dan bayi 

2. Penurunan angka stunting 

3. Eliminasi tuberculosis (TB) 

4. Pengendalian penyakit tidak menular seperti hipertensi, obesitas, 

kanker dan penyakit tidak menular lainnya 

Renja Dinas Kesehatan tahun 2023 untuk pelaksanaan Tujuan dan Sasaran 

sesuai yang direncanakan pada program, kegiatan dan sub kegiatan hal tersebut 

tercantum pada perubahan kedua Renstra 2017-2022 dan Perubahan RPJMD 2017-

2022. Dalam hal isu-isu penting diatas dinas kesehatan juga mempunyai kewajiban 

mendukung program nasional dan kebijakan kepala daerah.  

Untuk hal kodefikasi, klasifikasi, dan nomenklatur pada tujuan dan sasaran 

perangkat daerah yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

mengalami perubahan dimulai tahun 2020, Perubahan tersebut dituangkan sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.2 
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2022 

 
Sebelum Perubahan 

Tujuan Perangkat 

Daerah 

Sasaran Perangkat 

Daerah 

Indikator 

Tujuan 

Perangkat 

Daerah 

Sasaran 

Perangkat 

Daerah 

1. Meningkatkan 

Derajat Kesehatan 

Masyarakat 

 

 

 

 

 

1. Meningkatnya 

Pelayanan 

Kesehatan yang 

Bermutu 

 

 

 

 

2. Meningkatnya 

Perilaku 

Masyarakat Babel 

Sadar Sehat 

1. Angka Derajat 

Kesehatan 

Masyarakat 

 

 

 

 

1. Persentase 

Masyarakat 

Mendapatkan 

Pelayanan 

Kesehatan 

yang Bermutu 

 

 

2. Angka 

partisipasi 

masyarakat 

sadar sehat 

(STBM dan 

UKBM aktif) 

2. Mewujudkan 

Reformasi 

Birokrasi 

Perangkat Daerah 

 

 

3. Meningkatkan 

Tata Kelola 

Internal Perangkat 

Daerah 

2. Predikat RB 

Dinas 

Kesehatan 

 

 

 

 

3. Nilai RB 

Perangkat 

Daerah 

    



DINAS KESEHATAN 
 

155 BAB III | RENCANA KERJA 2023 
 

Tabel 3.3 
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023 

 
Sesudah Perubahan 

Tujuan Perangkat 

Daerah 

Sasaran Perangkat 

Daerah 

Indikator 

Tujuan 

Perangkat 

Daerah 

Sasaran 

Perangkat 

Daerah 

1. Meningkatkan 

Derajat Kesehatan 

Masyarakat 

 

 

 

 

 

1. Meningkatnya 

Akses dan mutu 

pelayanan 

kesehatan 

 

 

 

 

2. Meningkatnya 

Perilaku 

Masyarakat Babel 

Sadar Sehat 

1. Usia Harapan 

Hidup (UHH) 

 

 

 

 

1. Persentase 

Masyarakat 

Mendapatkan 

Pelayanan 

Kesehatan 

yang Bermutu 

 

 

2. Angka 

partisipasi 

masyarakat 

sadar sehat 

(STBM dan 

UKBM aktif) 

2. Mewujudkan 

Reformasi 

Birokrasi 

Perangkat Daerah 

 

 

3. Meningkatkan 

Tata Kelola 

Internal Perangkat 

Daerah 

2. Predikat RB 

Dinas 

Kesehatan 

 

 

 

 

3. Nilai RB 

Perangkat 

Daerah 
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3.3 Program, Kegiatan, dan Sub kegaiatan 

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program, 

kegiatan, dan sub kegiatan 

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan 

Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka bagi daerah yang 

tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 

atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 

daerah tahunan RKPD yang akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-

PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka Gubernur menyusun Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya 

disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026, 

selanjutnya Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 menjadi 

pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi Tahun 2023. 

Sebagaimana hal tersebut, dalam rangka pertimbangan penyusunan 

rumusan program dan kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

a. Dalam rangka pencapaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, 

pada penjabaran  tahap keempat dari RPJPD 2005-2025 Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 (Tahun 2020-2025) yang fokus pada 

bidang ekonomi, bidang SDM dan penguatan birokrasi diarahkan untuk 

mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung 2005-2025 yaitu: “Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung sebagai wilayah Agri-Bahari yang maju berwawasan 

lingkungan, didukung oleh sumber daya manusia handal dan 

pemerintah yang amanah menuju masyarakat sejahtera”. Visi ini pada 

dasarnya meletakkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan 

(sustainable growth through poverty) sebagai motor pembangunan di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya akan menggerakkan 

bidang-bidang pembangunan lainnya, seperti fungsi pendidikan, kesehatan, 

sosial-budaya dan lainnya. 

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang 

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 
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Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Dinas 

Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

c. Untuk mendukung SDGs disektor kesehatan maka program/kegiatan/sub 

kegiatan disesuaikan program nasional/RPJMN di dengan tidak 

meninggalkan kearifan lokal. Untuk sektor kesehatan mengampu SDGs 

sebanyak 4 Goal yaitu : 

1. Goal 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan untuk semua 

orang (Jaminan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana)    

2. Goal 2 Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangandan 

meningkatkan gizi,serta mendorong pertanian yang berkelanjutan (Gizi 

Masyarakat) 

3. Goal 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan  

kesejahteraan bagi semua orang di segala usia (Sistem Kesehatan 

Nasional) 

4. Goal 5 menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan  seluruh 

wanita dan perempuan (Akses Kespro dan KB) 

5. Goal 6  Menjamin Ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi 

yang berkelanjutan bagi semua orang (Sanitasi dan Air Bersih) 

d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi salah satu 

pertimbangan. Program/kegiatan/sub kegiatan yang dirumuskan oleh 

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus 

mendongkrak capaian indikator SPM kesehataan Provinsi yang telah 

ditetapkan, terdiri atas: 
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Tabel 3.4 
 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

NO 
JENIS PELAYANAN 

DASAR 
INDIKATOR SPM BIDANG 

KESEHATAN 
SATUAN 

TARGET 
2023 

1 Pelayanan Kesehatan 
Bagi Penduduk 
terdampak krisis 
kesehatan akibat 
bencana 
dan/atauberpotensi 
bencana provinsi; dan 

Jumlah Penduduk yang 
Mendapatkan Layanan 
Kesehatan yang 
Terdampak Krisis 
Kesehatan Akibat Bencana 
dan/Atau Berpotensi 
Bencana Provinsi Sesuai 
Standar 

Orang 70 

2 Pelayanan Kesehatan 
Bagi Penduduk Pada 
Kondisi kejadian Luar 
Biasa Provinsi.  

Jumlah Penduduk yang 
Mendapatkan Layanan 

Kesehatan pada Kondisi 
Kejadian Luar Biasa 

Provinsi yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan 

Sesuai Standar 
 

Orang 55 

 

e. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kab/kota, Dinas 

Kesehatan Provinsi melakukan dukungan Koordinasi, Evaliuasi dan 

Pengawasan terhadap pelaksanaan. 

f. Dalam mendukung program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi 

Kepualauan Bangka Belitung, Dinas kesehatan memberikan penyaluran 

jaminan pembiayaan dan pemeliharaan kesehatan/ JKN yang dari 

pemerintah pusat serta dari pemerintah daerah. sehingga menjamin 

penduduk miskin mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis; 

g. Meningkatkan jejaring kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor 

dan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan kalangan swasta; 

h. Mendukung peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Provinsi 

dalam membangun pembangunan kesehatan masyarakat Provins 

Kepulauan Bangka Belitung. 
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3.3.2 Rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan 

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan perubahan terhadap 

rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas 

Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 yang didasarkan oleh 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Klasifikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Dinas Kesehatan merumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya pada nomenklatur Bidang Kesehatan dan non Bidang Kesehatan, 5 (lima) 

program, 18 (delapan belas) kegiatan, dan 79 (tujuh puluh sembilan) sub kegiatan. 

Secara rinci Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 

2023, sebagai berikut; 

Tabel 3.5 
Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 

NO. PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 

1. 1. Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

 

1.1 Perencanaan 

dan Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

1.1.1 Penyusunan 
dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

   1.1.2 Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

  1.2 Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

1.2.1 Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan ASN 

 
 

   1.2.2 Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
pengujian/ Verifikasi 
Keuangan SKPD 

   1.2.3 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD 

  1.3 Administrasi 

Kepegawaian 

1.1.1 Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta 
Atribut 
Kelengkapannya 
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  Perangkat 

Daerah 

1.1.2 Monitoring, 
Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja 
Pegawai 

  1.1.3 Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

  1.4 Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah 

1.4.1 Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

1.4.2 Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

1.4.3 Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

1.4.4 Penyediaan 
Bahan/Material 

1.4.5 Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

1.4.6 Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

 

  1.5 Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

1.5.1  Pengadaan Mebel 

   1.5.2 Pengadaan Sarana 

dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

  1.6 Penyediaan Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

1.6.1 Penyediaan jasa 

Surat Menyurat 

   1.6.2 Penyediaan jasa 

Komunikasi, 
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Sumber Daya Air 

dan Listrik 

   1.6.3 Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

  1.7 Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

1.7.1 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan 

dan Pajak 

Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

   1.7.2 Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

   1.7.3 Pemeliharaan/Reha

bilitasi Gedung 

Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

   1.7.4 Pemeliharaan/Reha

bilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

2. 2. Pemenuhan 
Upaya Kesehatan 
Perorangan dan 
Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

3.1 Penyediaan 
Fasilitas 
Pelayanan, 
Sarana, 
Prasarana dan 
Alat Kesehatan 
Untuk UKP 
Rujukan, UKM 
dan UKM 
Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi 

3.1.1 Pengembangan 
Fasilitas Kesehatan 
Lainnya 

   
3.1.2 Pengembangan 

Pendekatan 
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Pelayanan 
Kesehatan di DTPK 
(Pelayanan 
Kesehatan  
Bergerak, Gugus 
Pulau, Pelayanan 
Kesehatan Berbasis 
Telemedicine, dll) 

   

3.1.3 Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 
Fasilitas Kesehatan 
Lainnya 

3.1.4 Pengadaan Alat 
Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik 
Fasilitas Layanan 
Kesehatan 

   
3.1.5 Pengadaan Sarana 

di Fasilitas Layanan 
Kesehatan 

   
3.1.6 Pengadaan dan 

Pemeliharaan Alat 
Kalibrasi 

   

3.1.7 Pengadaan Bahan 
Habis Pakai Lainnya 
(Sprei, Handuk dan 
Habis Pakai 
Lainnya) 

   

3.1.8 Pengadaan dan 
Pemeliharaan Alat-
alat 
Kesehatan/Peralata
n Laboratorium 
Kesehatan 

3.1.9 Penyediaan 
Telemedicine di 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan 

   

3.1.10 Distribusi  Alat 
Kesehatan, Obat, 
Vaksin, Makanan 
dan Minuman Serta 
Fasilitas Kesehatan 
Lainnya 

3.1.11 Pengadaan Obat, 
Vaksin, Makanan 
dan Minuman Serta 
Fasilitas Kesehatan 
Lainnya 

3.1.12 Distribusi Bahan 
Medis Habis Pakai 
(BMHP) ke 
Kabupaten/kota  

  3.2 Penyediaan 3.2.1 Pengelolaan 
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Layanan 
Kesehatan Untuk 
UKP Rujukan, 
UKM dan UKM 
Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi 

Pelayanan 
Kesehatan bagi 
Penduduk 
Terdampak Krisis 
Kesehatan Akibat 
Bencana dan/Atau 
Berpotensi Bencana 

   

3.2.2 Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan bagi 
Penduduk pada 
Kondisi Kejadian 
Luar Biasa (KLB) 

   

3.2.3 Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Ibu dan 
Anak 

   

3.2.4 Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Usia 
Produktif 

   

3.2.5 Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Usia 
Lanjut 

   

3.2.6 Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat 

   

3.2.7 Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Kerja 
dan Olahraga 

   

3.2.8 Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Lingkungan 

   
3.2.9 Pengelolaan 

Pelayanan Promosi 
Kesehatan 

   

3.2.10 Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Tradisonal, 
Akupuntur, Asuhan 
Mandiri dan 
Tradisional Lainnya 

   

3.2.11 Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Penyakit 
Menular dan Tidak 
Menular 

   
3.2.12 Pengelolaan 

Pelayanan 
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Kesehatan Haji 

   

3.2.13 Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Orang 
dengan Masalah 
Kesehatan Jiwa 
(ODMK) 

   

3.2.14 Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Orang 
dengan Kecanduan 
NAPZA 

   
3.2.15 Pengelolaan 

Pelayanan 
Kesehatan Khusus 

   
3.2.16 Pengelolaan 

Jaminan Kesehatan 
Masyarakat 

   
3.2.17 Pengelolaan 

Surveilans 
Kesehatan 

   

3.2.18 Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penerapan SPM 
Bidang Kesehatan 
Lintas 
Kabupaten/Kota 

   

3.2.19 Pembinaan 
Pelaksanaan Upaya 
Pelayanan 
Kesehatan 

   

3.2.20 Verifikasi dan 
Penilaian Kelayakan 
Puskesmas untuk 
Registrasi 
Puskesmas 

   

3.2.21 Investigasi Lanjutan 
Kejadian Ikutan 
Pasca Imunisasi 
dan Pemberian 
Obat Massal oleh 
Kabupaten/Kota 

   

3.2.22 Penyediaan dan 
Pengelolaan  Sistem 
Penanganan Gawat 
Darurat Terpadu 
(SPGDT) 

   
3.2.23 Pengelolaan 

Rujukan dan Rujuk 
Balik 

   

3.2.24 Pengambilan dan 
Pengiriman 
Spesimen Penyakit 
Potensial KLB ke 
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Lab 
Rujukan/Nasional 

   
3.2.25 Upaya Pengurangan 

Risiko Krisis 
Kesehatan 

   
3.2.26 Pendampingan 

Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan 

   

3.2.27 Penilaian/Appraisal 
Sarana Prasarana 
dan Alat Kesehatan 
Pasca Bencana 

  
3.3 Penyelenggaraan 

Sistem Informasi 
Kesehatan Secara 
Terintegrasi 

3.3.1 Pengelolaan Data 
dan Informasi 
Kesehatan 

  
3.3.2 Pengelolaan Sistem 

Informasi Kesehatan 

  

3.3.3 Pengadaan 
Alat/Perangkat 
Sistem Informasi 
Kesehatan dan 
Jaringan Internet 

  

3.4 Penerbitan Izin 
Rumah Sakit 
Kelas B dan 
Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan Tingkat 
Daerah Provinsi 

3.4.1 Pengendalian dan 
Pengawasan serta 
Tindak lanjut 
Perizinan Rumah 
Sakit Kelas B dan 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan 

   
3.4.2 Peningkatan Tata 

Kelola Rumah Sakit 

   
3.4.3 Peningkatan Mutu 

Pelayanan Fasilitas 
Kesehatan 

3.  3. Peningkatan 
Kapasitas 
Sumber Daya 
Manusia 
Kesehatan 

3.1 Perencanaan 
Kebutuhan 
Sumber Daya 
Manusia 
Kesehatan untuk 
UKM dan UKP 
Provinsi 

3.1.1 Pemenuhan 
Kebutuhan Sumber 
Daya Manusia 
Kesehatan 

 

  

3.1.2 Distribusi dan 
Pemerataan Sumber 
Daya Manusia 
Kesehatan 

  

3.2 Pengembangan 
Mutu dan 
Peningkatan 
Kompetensi 
Teknis Sumber 
Daya Manusia 
Kesehatan Tingkat 
Daerah Provinsi 

3.2.1 Peningkatan 
Kompetensi dan 
Kualifikasi Sumber 
Daya Manusia 
Kesehatan 

 4. Sediaan Farmasi, 4.1 Penerbitan 4.1.1 Pengendalian dan 
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Alat Kesehatan 
dan Makanan 
Minuman 

Pengakuan 
Pedagang Besar 
Farmasi (PBF) 
Cabang dan 
Cabang Penyalur 
Alat Kesehatan 
(PAK) 

Pengawasan Serta 
Tindak Lanjut 
Penerbitan 
Pengakuan 
Pedagang Besar 
Farmasi (PBF) 
Cabang dan 
Cabang Penyalur 
Alat Kesehatan 
(PAK) 

  

4.1.2 Penyediaan dan 
pengelolaan Data 
Perizinan 
Pengakuan 
Pedagang Besar 
Farmasi (PBF) 
Cabang  dan 
Cabang Penyalur 
Alat Kesehatan 
(PAK) Berbasis 
Elektronik 

  

4.2 Penerbitan izin 
Usaha Kecil Obat 
Tradisional 
(UKOT) 

4.2.1 Pengendalian dan 
Pengawasan serta 
Tindak Lanjut 
Penerbitan Izin 
Usaha Kecil Obat 
Tradisional 

  

4.2.2 Penyediaan dan 
Pengelolaan Data 
Perizinan dan 
Tindak Lanjut 
Pengawasan Izin 
UKOT Berbasis 
Elektronik 

 

5. Pemberdayaan 
Masyarakat 
Bidang 
Kesehatan 

5.1 Advokasi, 
Pemberdayaan, 
Kemitraan, 
Peningkatan 
Peran Serta 
Masyarakat dan 
Lintas Sektor 
Tingkat Daerah 
Provinsi 

5.1.1 Peningkatan Upaya 
Advokasi 
Kesehatan, 
Pemberdayaan, 
Penggalangan 
Kemitraan, Peran 
Serta Masyarakat 
dan Lintas Sektor 
Tingkat Daerah 
Provinsi 

 

 5.2 Pelaksanaan 
Komunikasi 
Informasi dan 
Edukasi (KIE) 
perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat 
dalam Rangka 
Promotif Preventif 
Tingkat Daerah 
Provinsi 

5.2.1 Penyelenggaraan 
Promosi Kesehatan 
dan Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat 

5.2.2 Penumbuhan 
Kesadaran Keluarga 
dalam Peningkatan 
Derajat Kesehatan 
Keluarga dan 
Lingkungan Dengan 
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Menerapkan Prilaku 
Hidup Bersih dan 
Sehat 

  

5.3 Pengembangan 
dan Pelaksanaan 
Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya 
Masyarakat 
(UKBM) Tingkat 
Daerah Provinsi 

5.3.1 Bimbingan Teknis 
dan Supervisi 
UKBM 

 

3.3.2 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan 

rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun 

kombinasi keduanya. 

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas Kesehatan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra 

Periode 2023-2026, dimana bab selanjutnya memaparkan pagu indikatif serta 

indikator. 
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BAB IV 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2023 sebesar 

Rp76.849.241.231,00 Berdasarkan Dokumen Renstra 2023-2026, yang secara rinci rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 

dan Perkiraan maju Rencana Tahun 2024 termuat dalam table 4.1, sebagai berikut: 

 

Table 4.1 (T-C. 33) 
 

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 
Dan Perkiraan Maju 2024 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

 
      Nama perangkat daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  

KODE 

Urusan Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah dan 

Program 
/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Rencana Tahun 2023 

Catatan 
Penting 

Perkiraan Maju Rencana 
Tahun 2024 

Lokasi 

Satuan 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif  (Rp.)  

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif Kab/kot
a 

Kecamatan Kelurahan 

    
(1
) 

    (2) (3) (4) (5)  (6) (7) (8) (9) (10) 

1         

Urusan 
Pemerintahan 
Wajib Yang 
Berkaitan Dengan 
Pelayanan Dasar 

                
            

76.849.241.231  
    

                     
66.152.798.589  

1 02       
Urusan 
Pemerintahan 
Bidang Kesehatan 

                
            

76.849.241.231  
    

                     
66.152.798.589  

1 02 01     

Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

                
            

27.123.575.467  
    

                     
25.846.730.439  
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 NILAI SAKIP 

PD 
          Nilai 80 

                  
278.801.047  

  80 
                           

157.075.000  

1 02 01 1.01   

Perencanaan, 
Penganggaran 
dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah  

                
                  

278.801.047  
    

                           
157.075.000  

                

Jumlah 
dokumen 

perencana
an, dan 
evaluasi 
kinerja 

Perangkat 
Daerah 

      Dokumen 30 
                  

278.801.047  
  30 

                           
157.075.000  

1 02 01 1.01 01 

Penyusunan 
dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah  

                
                  

200.000.000  
    

                           
100.000.000  

              

Jumlah 
Dokumen 
Perencana

an 
Perangkat 

Daerah 

  

Bangka, 
Belitung, 
Pangkal
pinang, 
Bangka 
Selatan, 
Bangka 
Tengah, 
Bangka 
Barat, 

Belitung 
Timur 

Sungailiat, 
Tajung 

Pandan, 
Bukit Intan, 
Girimaya, 
Toboali, 

Koba, 
Mentok, 
Manggar 

Parit 
Padang, 

PangkalLal
ang , Air 

Itam, 
Sriwijaya, 
Gadung, 
Padang 
Mulya,  

Dokumen 15 
                  

200.000.000  
  15 

                           
100.000.000  

1 02 01 1.01 07 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah  

                
                    

78.801.047  
    

                             
57.075.000  

              

Jumlah 
Laporan 
Evaluasi 
Kinerja 

Perangkat 
Daerah 

  
Pangkal
pinang   

Bukit Intan Air Itam Lapoaran 15 
                    

78.801.047  
  15 

                             
57.075.000  
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Indeks 
kepuasan 
pelayanan 

internal 
Perangkat 

Daerah 
(dinkes) 

          Angka 82 
            

26.844.774.420  
    

                     
25.689.655.439  

1 02 01 1.02   
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

                
            

22.651.500.000  
    

                     
23.331.045.000  

                

Indeks 
Kepuasan 
Pelayanan 
Keuangan 

(Dinas 
Kesehatan) 

      Angka 82 
            

22.651.500.000  
  82 

                     
23.331.045.000  

1 02 01 1.02 01 
Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN  

                
            

22.641.000.000  
    

                     
23.031.045.000  

              

Jumlah 
Orang yang 
Menerima 

Gaji dan 
Tunjangan 

ASN 

  
Pangkal
pinang   

Bukit Intan Air Itam 
Orang/Bul

an 
139 

            
22.641.000.000  

  139 
                     

23.031.045.000  

1 02 01 1.02 03 

Pelaksanaan 
Penatausahaan 
dan pengujian/ 
Verifikasi 
Keuangan SKPD 

                
                      

5.250.000  
    

                           
150.000.000  

              

Jumlah 
Dokumen 
Penatausa
haan dan 

Pengujian/
Verifikasi 
Keuangan 

SKPD 

  
Pangkal
pinang   

Bukit Intan Air Itam Dokumen 12 
                      

5.250.000  
  12 

                           
150.000.000  

1 02 01 1.02 07 
Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan 

                
                      

5.250.000  
    

                           
150.000.000  



DINAS KESEHATAN 

171 BAB IV | RENCANA KERJA 2023 
 

Keuangan 
Bulanan/Triwulan
an/Semesteran 
SKPD 

              

Jumlah 
Laporan 

Keuangan 
Bulanan/Tr
iwulanan/S
emesteran 
SKPD dan 
Laporan 

Koordinasi 
Penyusuna
n Laporan 
Keuangan 

Bulanan/Tr
iwulanan/S
emesteran 

SKPD 

  
Pangkal
pinang   

Bukit Intan Air Itam Laporan 1 
                      

5.250.000  
  1 

                           
150.000.000  

1 02 01 1.05   
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

                
                  

350.000.000  
    

                                                 
-  

                

Indeks 
Kepuasan 
Pelayanan 
Kepegawai
an (Dinas 

Kesahatan) 

      Angka 80 
                  

350.000.000  
    

                                                 
-  

1 02 01 1.05 02 

Pengadaan 
Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

                
                  

350.000.000  
    

                                                 
-  
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Jumlah 
Paket 

Pakaian 
Dinas 

Beserta 
Atribut 

Kelengkapa
n 

  
Pangkal
pinang   

Bukit Intan Air Itam Paket 1 
                  

350.000.000  
  1 

                                                 
-  

1 02 01 1.05 05 

Monitoring, 
Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja 
Pegawai 

                
                                        

-  
    

                                                 
-  

              

Jumlah 
Dokumen 

Monitoring
, Evaluasi, 

dan 
Penilaian 

Kinerja 
Pegawai 

  
Pangkal
pinang   

Bukit Intan Air Itam Dokumen 1 0   1 
                                                 

-  

1 02 01 1.05 09 

Pendidikan dan 
Pelatihan 
Pegawai 
Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

                
                                        

-  
    

                                                 
-  

              

Jumlah 
Pegawai 

Berdasarka
n Tugas 

dan Fungsi 
yang 

Mengikuti 
Pendidikan 

dan 
Pelatihan 

  
Pangkal
pinang   

Bukit Intan Air Itam Orang 0 
                                        

-  
  0 

                                                 
-  

1 02 01 1.06   
Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

                
                  

526.000.000  
    

                           
394.833.333  
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Indeks 
kepuasan 
pelayanan 

administras
i umum 

perangkat 
daerah 
(Dinas 

Kesehatan) 

      Angka 80 
                  

526.000.000  
    

                           
394.833.333  

1 02 01 1.06 01 

Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Peneranga
n Bangunan 
Kantor  

                
                      

6.000.000  
    

                             
10.000.000  

              

Jumlah 
Paket 

Komponen 
Instalasi 

Listrik/Pen
erangan 

Bangunan 
Kantor 
yang 

Disediakan 

  
Pangkal
pinang   

Bukit Intan Air Itam Paket 10 
                      

6.000.000  
  10 

                             
10.000.000  

1 02 01 1.06 04 
Penyediaan 
Bahan Logistik 
Kantor  

                
                  

150.000.000  
    

                           
150.000.000  

              

Jumlah 
Paket 
Bahan 

Logistik 
Kantor 
yang 

Disediakan 

  
Pangkal
pinang   

Bukit Intan Air Itam Paket 2 
                  

150.000.000  
  2 

                           
150.000.000  

1 02 01 1.06 05 
Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan Penggandaan  

                
                    

40.000.000  
    

                             
50.000.000  

            
 

Jumlah 
Paket 

Barang 
Cetakan 

dan 
Pengganda

an yang 

  
Pangkal
pinang   

Bukit Intan Air Itam Dokumen 1 
                    

40.000.000  
  1 

                             
50.000.000  
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Disediakan 

1 02 01 1.06 07 
Penyediaan 
Bahan/Material 

                
                    

15.000.000  
    

                             
15.000.000  

            
 

Jumlah 
Paket 

Bahan/Mat
erial yang 

Disediakan 

  
Pangkal
pinang   

Bukit Intan Air Itam Paket 1 
                    

15.000.000  
  1 

                             
15.000.000  

1 02 01 1.06 08 
Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

                
                    

15.000.000  
    

                             
15.000.000  

            
 

Jumlah 
Laporan 
Fasilitasi 

Kunjungan 
Tamu 

  
Pangkal
pinang   

Bukit Intan Air Itam Laporan 4 
                    

15.000.000  
  4 

                             
15.000.000  

1 02 01 1.06 09 

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

                
                  

300.000.000  
    

                           
154.833.333  

              

Jumlah 
Laporan 

Penyelengg
araan 
Rapat 

Koordinasi 
dan 

Konsultasi 
SKPD 

  
Pangkal
pinang   

Bukit Intan Air Itam Laporan 40 
                  

300.000.000  
  40 

                           
154.833.333  

1 02 01 1.07   

Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

                
                  

200.000.000  
    

                           
206.000.000  
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Jumlah 
Pengadaan 

Barang 
Milik 

Daerah 
Penunjang 

Urusan 
Pemerinta

h yang 
diadakan 

(Dinas 
Kesehatan) 

      Jenis 2 
                  

200.000.000  
  0 

                           
206.000.000  

1 02 01 1.07 05 Pengadaan Mebel                 
                                        

-  
    

                                                 
-  

            
 

Jumlah 
Paket 
Mebel 
yang 

Disediakan 

  
Pangkal
pinang   

Bukit Intan Air Itam Paket 0 
                                        

-  
  0 

                                                 
-  

1 02 01 1.07 10 

Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

                
                  

200.000.000  
    

                           
206.000.000  

              

Jumlah 
Unit Sarana 

dan 
Prasarana 

Gedung 
Kantor 

atau 
Bangunan 

Lainnya 
yang 

Disediakan 

  
Pangkal
pinang   

Bukit Intan Air Itam Uniit 10 
                  

200.000.000  
  10 

                           
206.000.000  

1 02 01 1.08   

Penyediaan Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

                
              

2.467.274.420  
    

                       
1.444.025.268  
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Jumlah 
penyediaan 

Jasa 
Penunjang 

Urusan 
Pemerinta
h Daerah 

(Dinas 
Kesehatan) 

      Jenis 4 
              

2.467.274.420  
  4 

                       
1.444.025.268  

1 02 01 1.08 01 
Penyediaan jasa 
Surat Menyurat 

                
                    

10.000.000   
  

                             
10.000.000  

              

Jumlah 
Laporan 

Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat 

  
Pangkal
pinang   

Bukit Intan Air Itam Laporan 1 
                    

10.000.000  
  1 

                             
10.000.000  

1 02 01 1.08 02 

Penyediaan jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

                
                  

609.974.420  
    

                           
730.000.000  

              

Jumlah 
Laporan 

Penyediaan 
Jasa 

Komunikasi
, 

Sumber 
Daya Air 

dan Listrik 
yang 

Disediakan 

  
Pangkal
pinang   

Bukit Intan Air Itam Laporan 1 
                  

609.974.420  
  1 

                           
730.000.000  

1 02 01 1.08 04 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

                
              

1.847.300.000   
  

                           
704.025.268  

              

Jumlah 
Laporan 

Penyediaan 
Jasa 

Pelayanan 
Umum 
Kantor 
yang 

Disediakan 

  
Pangkal
pinang   

Bukit Intan Air Itam Laporan 1 
              

1.847.300.000  
  1 

                           
704.025.268  
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1 02 01 1.09   

Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

                
                  

650.000.000  
    

                           
313.751.838  

                

Jumlah 
Barang 
Milik 

Daerah  
Penunjang  

Urusan 
Pemerinta
h Daerah 

yang 
dipelihara 

(Dinas 
Kesehatan) 

      Jenis 4 
                  

650.000.000  
  4 

                           
313.751.838  

1 02 01 1.09 02 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan 
dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

                
                  

300.000.000  
    

                           
150.000.000  

              

Jumlah 
Kendaraan 

Dinas 
Operasiona

l atau 
Lapangan 

yang 
Dipelihara 

dan 
Dibayarkan 

Pajak 
dan 

Perizinanny
a 

  
Pangkal
pinang   

Bukit Intan Air Itam Unit 6 
                  

300.000.000  
  6 

                           
150.000.000  
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1 02 01 1.09 06 
Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

                
                  

100.000.000  
    

                             
63.751.838  

              

Jumlah 
Peralatan 
dan Mesin 

Lainnya 
yang 

Dipelihara 

  
Pangkal
pinang   

Bukit Intan Air Itam Unit 4 
                  

100.000.000  
  4 

                             
63.751.838  

1 02 01 1.09 09 

Pemeliharaan/Re
habilitasi Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya 

                
                  

200.000.000  
    

                             
50.000.000  

              

Jumlah 
Gedung 

Kantor dan 
Bangunan 

Lainnya 
yang 

Dipelihara/
Direhabilita

si 

  
Pangkal
pinang   

Bukit Intan Air Itam Unit 1 
                  

200.000.000  
  1 

                             
50.000.000  

1 02 01 1.09 10 

Pemeliharaan/Re
habilitasi Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

                
                    

50.000.000  
    

                             
50.000.000  

              

Jumlah 
Sarana dan 
Prasarana 

Gedung 
Kantor 

atau 
Bangunan 

Lainnya 
yang 

Dipelihara/
Direhabilita

si 

  
Pangkal
pinang   

Bukit Intan Air Itam Unit 1 
                    

50.000.000  
  1 

                             
50.000.000  

1 02 02     

PEMENUHAN 
UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN 

                
                                        

-  
    

                                                 
-  
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DAN UPAYA 
KESEHATAN 
MASYARAKAT   

            

Persentase 
Peningkata

n 
Pemeriksaa

n 
Laboratoriu

m 
Kesehatan 

          Persen 75 
                                        

-  
  100 

                                                 
-  

1 02 02 1.01   

Penyediaan 
Fasilitas 
Pelayanan, 
Sarana, Prasarana 
dan Alat 
Kesehatan Untuk 
UKP Rujukan, 
UKM dan UKM 
Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi 

                
                                        

-  
    

                                                 
-  

                

Persentase 
penyediaan 
sarana dan 
prasarana 

laboratoriu
m 

kesehatan 

      Persen 100 
                                        

-  
  100 

                                                 
-  

1 02 02 1.01 04 
Pengembangan 
Fasilitas 
kesehatan lainnya 

                
                                        

-  
    

                                                 
-  

              

Jumlah 
Fasilitas 

Kesehatan 
Lainnya 

yang 
Ditingkatka
n Sarana, 

Prasarana, 
Alat 

Kesehatan 
dan SDM 

agar Sesuai 

  
Pangkal
pinang   

Bukit Intan Air Itam Unit 1 
                                        

-  
  1 

                                                 
-  
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Standar 

1 02 02 1.01 11 

Pengadaan 
Sarana di fasilitas 
pelayanan 
kesehatan 

                
                                        

-  
    

                                                 
-  

              

Jumlah 
Sarana di 
Fasilitas 
Layanan 

Kesehatan 
yang 

Disediakan 

  
Pangkal
pinang   

Bukit Intan Air Itam Unit 1 
                                        

-  
  1 

                                                 
-  

1 02 02 1.01 13 
Pengadaan dan 
Pemeliharaan 
Alat Kalibrasi 

                
                                        

-  
    

                                                 
-  

              

Jumlah Alat 
Uji dan 

Kalibrasi 
pada Unit 

Pemelihara
an Fasilitas 
Kesehatan 
Regional/R

egional 
Maintainan
ce Center 

yang 
Disediakan 

dan 
Dipelihara 

  
Pangkal
pinang   

Bukit Intan Air Itam Unit 1 
                                        

-  
  1 

                                                 
-  

1 02 02 1.01 15 

Pengadaan dan 
Pemeliharaan 
Alat-alat 
Kesehatan/Perala
tan Laboratorium 

                
                                        

-  
    

                                                 
-  
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Kesehatan 

              

Jumlah 
Alat-Alat 

Kesehatan/
Peralatan 
Laboratori

um 
Kesehatan 

yang 
Disediakan 

dan 
Dipelihara 

  
Pangkal
pinang   

Bukit Intan Air Itam Unit 1 
                                        

-  
  1 

                                                 
-  

1 02 02 1.01 14 

Pengadaan Bahan 
Habis Pakai 
Lainnya (Sprei, 
Handuk dan 
Habis Pakai 
Lainnya)  

                
                                        

-  
    

                                                 
-  

              

Jumlah 
Bahan 

Habis Pakai 
Lainnya 
(Sprei, 

Handuk 
dan Habis 

Pakai 
Lainnya) 

yang 
Disediakan 

  
Pangkal
pinang   

Bukit Intan Air Itam Paket 1 
                                        

-  
  1 

                                                 
-  

            

Persentase  
fasilitas  

pelayanan  
kesehatan 

yang  
terakreditas

i  minimal 
madya 

          Persen 85 
            

42.819.965.276  
  86 

                     
34.886.671.650  

1 02 02 1.01   

Penyediaan 
Fasilitas 
Pelayanan, 
Sarana, Prasarana 
dan Alat 

                
                    

75.000.000  
    

                             
77.250.000  
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Kesehatan Untuk 
UKP Rujukan, 
UKM dan UKM 
Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi 

                

Persentase 
Fasilitas 

Pelayanan, 
Sarana, 

Prasarana 
dan Alat 

Kesehatan 
di 

Puskesmas 

      Persen 69 
                    

75.000.000  
  69 

                             
77.250.000  

1 02 02 1.01 06 

Pengembangan 
Pendekatan 
Pelayanan 
Kesehatan di 
DTPK (Pelayanan 
Kesehatan  
Bergerak, Gugus 
Pulau, Pelayanan 
Kesehatan 
Berbasis 
Telemedicine, dll)  

                
                    

75.000.000  
    

                             
77.250.000  

              

Jumlah 
Pelayanan 
Kesehatan 

Di DTPK 
(Pelayanan 
Kesehatan 
Bergerak, 

Gugus 
Pulau, 

Pelayanan 
Kesehatan 
Berbasis 

Telemedici
ne , dll) 

yang 
Dilakukan 
Pengemba

ngan 

  

Belitung 
dan 

Bangka 
Selatan 

Selat Nasik 
dan Lepar 

Pongok 

Pulau Nasik 
dan 

TanjungLab
u 

Orang 
                        

10.300  
                    

75.000.000  
  

                               
10.300  

                             
77.250.000  
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1 02 02 1.01 10 

Pengadaan Alat 
kesehatan/alat 
penunjang medik 
fasilitas layanan 
kesehatan 

                
                                        

-  
    

                                                 
-  

              

Jumlah Alat 
Kesehatan/

Alat 
Penunjang 

Medik 
Fasilitas 
Layanan 

Kesehatan 
yang 

Disediakan 

  
Pangkal
pinang 

Bukit Intan Air Itam Unit 0 
                                        

-  
  0 

                                                 
-  

1 02 02 1.01   

Penyediaan 
Fasilitas 
Pelayanan, 
Sarana, Prasarana 
dan Alat 
Kesehatan Untuk 
UKP Rujukan, 
UKM dan UKM 
Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi 

                        

                

Persentase 
Kabupaten
/Kota yang 
menyediak
an fasilitas 
pelayanan, 

sarana, 
prasarana 
dan alat 

kesehatan 
untuk UKP 

rujukan, 
UKM dan 

UKM 
rujukan 
tingkat 
daerah 
Provinsi 

      Persen 69 
                  

105.922.174  
  69 

                           
103.000.000  
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1 02 02 1.01 20 

Penyediaan 
Telemedicine di 
Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan  

                
                  

105.922.174  
    

                           
103.000.000  

            
 

Jumlah 
Fasilitas 

Pelayanan 
Kesehatan 

(Fasyankes) 
yang 

Melayani 
Konsultasi 
Jarak Jauh 

Antar 
Fasyankes 

Melalui 
Pelayanan 
Telemedici

ne 
untuk 

Mendapatk
an Akses 

Pelayanan 
Kesehatan 

yang 
Berkualitas 

  

Bangka, 
Belitung, 
Bangka 
Barat, 

Bangka 
Tengah, 
Bangka 
Selatan, 
Belitung 
Timur, 

Pangkal
pinang 

Mendo 
Barat, Riau 
Silip, Selat 

Nasik, 
Rangkui, 

Lepar 
Pongok, 

Parit Tiga 

Parit 
Padang, 
Pangkal 

Lalang, Air 
Itam, 

Sriwijaya, 
Gadung, 
Padang 

Mulia, Belo 
Laut, 

Padang 

Unit 10 
                  

105.922.174  
  10 

                           
103.000.000  

1 02 02 1.02   

Penyediaan 
Layanan 
Kesehatan Untuk 
UKP Rujukan, 
UKM dan UKM 
Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi 

                
              

2.631.053.191  
    

                       
2.214.500.000  
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Persentase 
Kabupaten
/Kota yang 
menerapka

n sistem 
rujukan 

terintegrasi 
berbasis 

kompetens
i 

      Persen 100 
              

2.631.053.191  
  100 

                       
2.214.500.000  

1 02 02 1.02 23 

Penyediaan dan 
Pengelolaan  
Sistem 
Penanganan 
Gawat Darurat 
Terpadu (SPGDT)  

                
              

2.499.277.866  
    

                       
2.100.000.000  

              

Jumlah 
Public 
Safety 
Center 

(PSC 119) 
Tersedia, 
Terkelola 

dan 
Terintegras

i dengan 
Rumah 

Sakit 
dalam Satu 

Sistem 
Penangana

n Gawat 
Darurat 
Terpadu 
(SPGDT) 

  

Bangka, 
Kota 

Pangkal
pinang, 
Bangka 
Selatan, 
Bangka 
Tengah, 
Bangka 
Barat 

Sungailiat, 
Bukit Intan, 

Toboali, 
Koba, 

Mentok 

Parit 
Padang, Air 

Itam, 
Gadung, 
Padang 

Mulia, Belo 
Laut 

Unit 1 
              

2.499.277.866  
  1 

                       
2.100.000.000  

1 02 02 1.02 24 
Pengelolaan 
Rujukan dan 
Rujuk Balik  

  
       

                  
131.775.325  

    
                           

114.500.000  
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Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Pengelolaa
n Rujukan 

dan 
Rujuk Balik 
di Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan 

  

Bangka, 
Belitung, 
Bangka 
Barat, 

Bangka 
Tengah, 
Bangka 
Selatan, 
Belitung 
Timur, 

Pangkal
pinang 

Sungailiat, 
Tanjunga 
Pandan 
Rangkui, 
Grimaya, 
Toboali, 

Koba, 
Mentok, 
Manggar 

Parit 
Padang, 
Tanjung 
Pandan, 

Pangkallala
ng, 

Rangkui, 
Bintang, 
Grimaya, 
Sriwijaya, 
Gadung, 
Padang 

Mulia, Belo 
Laut, 

Padang 

Dokumen 1 
                  

131.775.325  
  1 

                           
114.500.000  

1 02 02 1.02   

Penyediaan 
Layanan 
Kesehatan Untuk 
UKP Rujukan, 
UKM dan UKM 
Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi 

                
            

36.672.434.737  
    

                     
29.200.500.000  

                
Persentase 
Kepesertaa

n JKN 
      Persen 85 

            
36.672.434.737  

  86 
                     

29.200.500.000  

1 02 02 1.02 16 

Pengelolaan 
Jaminan 
Kesehatan 
Masyarakat 

                
            

36.672.434.737  
    

                     
29.200.500.000  

              

Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Pengelolaa
n Jaminan 
Kesehatan 
Masyaraka

t 

  
Semua 

Kabupat
en 

Semua 
Kecamatan 

Semua 
Kelurahan 

Dokumen 1 
            

36.672.434.737  
  1 

                     
29.200.500.000  

1 02 02 1.02   

Penyediaan 
Layanan 
Kesehatan Untuk 
UKP Rujukan, 
UKM dan UKM 
Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi 

                
                  

100.000.000  
    

                           
103.000.000  



DINAS KESEHATAN 

187 BAB IV | RENCANA KERJA 2023 
 

                

Persentase 
pelayanan 
kesehatan 
tradisional 

      Persen 75 
                  

100.000.000  
  76 

                           
103.000.000  

1 02 02 1.02 10 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Tradisonal, 
Akupuntur, 
Asuhan Mandiri 
dan Tradisional 
Lainnya 

                
                  

100.000.000  
    

                           
103.000.000  

              

Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Pengelolaa

n 
Pelayanan 
Kesehatan 
Tradisional, 
Akupuntur, 

Asuhan 
Mandiri 

dan 
Tradisional 

Lainnya 

  

Bangka, 
Kota 

Pangkal
pinang, 
Bangka 
Tengah 

Sungailiat,  
Bukit Intan, 

Koba 

Parit 
Padang, Air 

Itam, 
Padang 
Mulia 

Dokumen 1 
                  

100.000.000  
  1 

                           
103.000.000  

1 02 02 1.02   

Penyediaan 
Layanan 
Kesehatan Untuk 
UKP Rujukan, 
UKM dan UKM 
Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi 

                
                  

150.000.000  
    

                           
154.500.000  

                

Persentase 
puskemas 

yang 
dilakukan 

pemantaua
n mutu 
internal 
(PPMI) 

      Persen 80 
                  

150.000.000  
  83 

                           
154.500.000  
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1 02 02 1.02 27 

Pendampingan 
fasilitas 
pelayanan 
kesehatan 

                
                  

150.000.000  
    

                           
154.500.000  

              

Jumlah 
Dokumen 

Pendampin
gan 

Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan 

  
Kota 

Pangkap
inang 

Grimaya Bukit Besar Dokumen 1 
                  

150.000.000  
  1 

                           
154.500.000  

1 02 02 1.04   

Penerbitan Izin 
Rumah Sakit 
Kelas B dan 
Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan 
Tingkat Daerah 
Provinsi 

                
                  

170.000.000  
    

                           
175.100.000  

                

Persentase 
Fasilitas 

Pelayanan 
Kesehatan 

yang 
Meningkat 

Status 
Mutunya 

      Persen 80,5 
                  

170.000.000  
  81 

                           
175.100.000  

1 02 02 1.04 03 

Peningkatan 
Mutu Pelayanan 
Fasilitas 
Kesehatan 

                
                  

170.000.000  
    

                           
175.100.000  
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Jumlah 
Fasilitas 

Kesehatan 
Rujukan 
Tingkat 
Lanjut 

(FKRTL) 
yang 

dilakukan 
Pembinaan 

tentang 
mutu 

akreditasi 
Rumah 

Sakit 

  

Bangka, 
Belitung, 
Bangka 
Barat, 

Bangka 
Tengah, 
Bangka 
Selatan, 
Belitung 
Timur, 

Pangkal
pinang 

Sungailiat, 
Tanjunga 
Pandan 
Rangkui, 
Grimaya, 
Toboali, 

Koba, 
Mentok, 
Manggar 

Parit 
Padang, 
Tanjung 
Pandan, 

Pangkallala
ng, 

Rangkui, 
Bintang, 
Grimaya, 
Sriwijaya, 
Gadung, 
Padang 

Mulia, Belo 
Laut, 

Padang 

Rumah 
Sakit (RS) 

69 
                  

170.000.000  
  69 

                           
175.100.000  

1 02 02 1.02   

Penyediaan 
Layanan 
Kesehatan Untuk 
UKP Rujukan, 
UKM dan UKM 
Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi 

                
                  

100.000.000  
    

                           
103.000.000  

                

Persentase 
Tingkat 

Kepuasan 
Pasien 

Terhadap 
Pelayanan 
Kesehatan 

Di Klinik  

      Persen 80 
                  

100.000.000  
  0 

                           
103.000.000  

1 02 02 1.02 15 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Khusus  

                
                  

100.000.000  
    

                           
103.000.000  
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Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Pengelolaa

n 
Pelayanan 
Kesehatan 

Khusus 

  

Bangka, 
Belitung, 
Bangka 
Barat, 

Bangka 
Tengah, 
Bangka 
Selatan, 
Belitung 
Timur, 

Pangkal
pinang 

Sungailiat, 
Tanjunga 
Pandan 
Rangkui, 
Grimaya, 
Toboali, 

Koba, 
Mentok, 
Manggar 

Parit 
Padang, 
Tanjung 
Pandan, 

Pangkallala
ng, 

Rangkui, 
Bintang, 
Grimaya, 
Sriwijaya, 
Gadung, 
Padang 

Mulia, Belo 
Laut, 

Padang 

Dokumen 1 
                  

100.000.000  
  1 

                           
103.000.000  

1 02 02 1.02   

Penyediaan 
Layanan 
Kesehatan Untuk 
UKP Rujukan, 
UKM dan UKM 
Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi 

                
              

2.020.000.000  
    

                       
2.044.550.000  

                

Persentase 
Layanan 

Kesehatan 
di 

Puskesmas 

      Persen 80 
              

2.020.000.000  
  82 

                       
2.044.550.000  

1 02 02 1.02 19 

Pembinaan 
Pelaksanaan 
Upaya Pelayanan 
Kesehatan  

                
              

1.950.000.000  
    

                       
2.000.000.000  



DINAS KESEHATAN 

191 BAB IV | RENCANA KERJA 2023 
 

              

Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Pembinaan 
Pelaksanaa

n 
Upaya 

Pelayanan 
Kesehatan 

  

Bangka, 
Belitung, 
Bangka 
Barat, 

Bangka 
Tengah, 
Bangka 
Selatan, 
Belitung 
Timur, 

Pangkal
pinang 

Sungailiat, 
Tanjunga 
Pandan 
Rangkui, 
Grimaya, 
Toboali, 

Koba, 
Mentok, 
Manggar 

Parit 
Padang, 
Tanjung 
Pandan, 

Pangkallala
ng, 

Rangkui, 
Bintang, 
Grimaya, 
Sriwijaya, 
Gadung, 
Padang 

Mulia, Belo 
Laut, 

Padang 

Dokumen 1 1.950.000.000   1 
                       

2.000.000.000  

1 02 02 1.02 20 

Verifikasi dan 
Penilaian 
Kelayakan 
Puskesmas untuk 
Registrasi 
Puskesmas  

                
                    

70.000.000  
    

                             
44.550.000  

            
 

Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Verifikasi 

dan 
Penilaian 
Kelayakan 
Puskesmas 

untuk 
Registrasi 

Puskesmas 

 

Semua 
Kab/kot

a 

Semua 
Kecamatan 

Semua 
Kelurahan 

Dokumen 1 70.000.000   1 
                             

44.550.000  

1 02 02 1.04   

Penerbitan Izin 
Rumah Sakit 
Kelas B dan 
Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan 
Tingkat Daerah 
Provinsi 

                
                  

795.555.174  
    

                           
711.271.650  
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Presentase 
penerbitan 

perijinan 
rumah 

sakit dan 
fasilitas 

pelayanan 
kesehatan 

lainnya  

      Persen 70 
                  

795.555.174  
  75 

                           
711.271.650  

1 02 02 1.04 01 

Pengendalian dan 
Pengawasan 
serta Tindak 
lanjut Perizinan 
Rumah Sakit 
Kelas B dan 
Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan   

                
                  

415.555.174  
    

                           
331.271.650  

            
 

Jumlah 
Rumah 

Sakit yang 
Melakukan 
Peningkata

n Tata 
Kelola 
Sesuai 

Standar 

  
Semua 

Kab/kot
a 

Semua 
Kecamatan 

Semua 
Kelurahan 

Unit 3 
                  

415.555.174  
  3 

                           
331.271.650  

1 02 02 1.04 02 
 Peningkatan Tata 
Kelola Rumah 
Sakit  

                
                  

380.000.000  
    

                           
380.000.000  

            
 

Jumlah 
Fasilitas 

Kesehatan 
yang 

Dilakukan 
Pengukura
n Indikator 

Nasional 
Mutu 
(INM) 

Pelayanan 
Kesehatan 

  
Kota 

Pangkal
pinang 

Bukit Intan Air Itam Unit 13 
                  

380.000.000  
  13 

                           
380.000.000  
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Persentase 
pencegahan 

dan 
pengendalia
n penyakit 

          Persen 93 
              

2.567.367.868  
  94 

                       
1.837.571.500  

1 02 02 02   

Penyediaan 
Layanan 
Kesehatan Untuk 
UKP Rujukan, 
UKM dan UKM 
Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi 

                
                  

876.201.201  
    

                           
125.145.000  

                

Persentase 
fasilitas 

pelayanan 
kesehatan 

yang 
Melakukan 
Pelayanan 
Penyakit 
Menular 

dan Tidak 
Menular 

      Persen 86 
                  

876.201.201  
  86 

                           
125.145.000  

1 02 02 02 11 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Penyakit Menular 
dan Tidak 
Menular 

                
                  

876.201.201  
    

                           
125.145.000  

              

Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Pengelolaa

n 
Pelayanan 
Kesehatan 
Penyakit 
Menular 

  
Semua 

Kab/kot
a 

Semua 
Kecamatan 

Semua 
Kelurahan 

Dokumen 1 
                  

876.201.201  
  1 

                           
125.145.000  
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dan Tidak 
Menular 

1 02 02 1.02   

Penyediaan 
Layanan 
Kesehatan Untuk 
UKP Rujukan, 
UKM dan UKM 
Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi 

                
                  

207.463.000  
    

                           
180.250.000  

                

Persentase 
Fasilitas 

Pelayanan 
Kesehatan 

yang 
Melaksana

kan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Jiwa dan 

Napza 

      Persen 71 
                  

207.463.000  
  72 

                           
180.250.000  

1 02 02 1.02 13 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Orang 
dengan Masalah 
Kesehatan Jiwa 
(ODMK)  

                
                  

107.463.000  
    

                             
80.250.000  
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Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Pengelolaa

n 
Pelayanan 
Kesehatan 

Orang 
dengan 
Masalah 

Kesehatan 
Jiwa 

(ODMK) 

 

Bangka, 
Belitung, 
Bangka 
Barat, 

Bangka 
Tengah, 
Bangka 
Selatan, 
Belitung 
Timur, 

Pangkal
pinang 

Sungailiat, 
Tanjunga 
Pandan 
Rangkui, 
Grimaya, 
Toboali, 

Koba, 
Mentok, 
Manggar 

Parit 
Padang, 
Tanjung 
Pandan, 

Pangkallala
ng, 

Rangkui, 
Bintang, 
Grimaya, 
Sriwijaya, 
Gadung, 
Padang 

Mulia, Belo 
Laut, 

Padang 

Dokumen 1 
                  

107.463.000  
  1 

                             
80.250.000  

1 02 02 1.02 14 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Orang 
dengan 
Kecanduan 
NAPZA   

                
                  

100.000.000  
    

                           
100.000.000  

            
 

Jumlah 
Penyalahgu
na NAPZA 

yang 
Mendapak

an 
Rehabilitasi 

Medis 

  

Bangka, 
Belitung, 
Bangka 
Barat, 

Bangka 
Tengah, 
Bangka 
Selatan, 
Belitung 
Timur, 

Pangkal
pinang 

Sungailiat, 
Tanjunga 
Pandan 
Rangkui, 
Grimaya, 
Toboali, 

Koba, 
Mentok, 
Manggar 

Parit 
Padang, 
Tanjung 
Pandan, 

Pangkallala
ng, 

Rangkui, 
Bintang, 
Grimaya, 
Sriwijaya, 
Gadung, 
Padang 

Mulia, Belo 
Laut, 

Padang 

Orang 7 
                  

100.000.000  
  7 

                           
100.000.000  

1 02 02 02   

Penyediaan 
Layanan 
Kesehatan Untuk 
UKP Rujukan, 
UKM dan UKM 
Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi 
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Persentase 
pelayanan 
Kesehatan 

bagi 
penduduk 
terdampak 

krisis 
kesehatan 

akibat 
bencana 

dan/ atau 
berpotensi 

bencana 

      Persen 100 
                  

983.135.299  
  100 

                       
1.015.631.500  

1 02 02 02 01 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan bagi 
Penduduk 
Terdampak Krisis 
Kesehatan Akibat 
Bencana 
dan/Atau 
Berpotensi 
Bencana  

                
                    

69.975.000  
    

                             
40.631.500  

              

Jumlah 
Penduduk 

yang 
Mendapatk
an Layanan 
Kesehatan 

yang 
Terdampak 

Krisis 
Kesehatan 

Akibat 
Bencana 
dan/Atau 

Berpotensi 
Bencana 
Provinsi 
Sesuai 

Standar 

  
Semua 

Kab/kot
a 

Semua 
Kecamatan 

Semua 
Kelurahan 

Orang 70 
                    

69.975.000  
  70 

                             
40.631.500  

1 02 02 02 26 
Upaya 
Pengurangan 
Risiko Krisis 

                
                  

838.168.603  
    

                           
900.000.000  
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Kesehatan 

              

Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Upaya 

Pengurang
an 

Risiko Krisis 
Kesehatan 

  
Semua 

Kab/kot
a 

Semua 
Kecamatan 

Semua 
Kelurahan 

Dokumen 1 
                  

838.168.603  
  1 

                           
900.000.000  

1 02 02 02 29 

Penilaian/Apprais
al Sarana 
Prasarana dan 
Alat Kesehatan 
Pasca Bencana  

                
                    

74.991.696  
    

                             
75.000.000  

              

Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Penilaian/A

ppraisal 
Sarana 

Prasarana 
dan Alat 

Kesehatan 
Pasca 

Bencana 

  
Semua 

Kab/kot
a 

Semua 
Kecamatan 

Semua 
Kelurahan 

Dokumen 1 
                    

74.991.696  
  1 

                             
75.000.000  

1 02 02 1.02   

Penyediaan 
Layanan 
Kesehatan Untuk 
UKP Rujukan, 
UKM dan UKM 
Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi 

                
                  

500.568.368  
    

                           
516.545.000  
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Persentase 
puskesmas 

yang 
Melaksana
kan Sistem 
Kewaspada
an Dini dan 

Respon 
(SKDR) 

      Persen 83 
                  

500.568.368  
  85 

                           
516.545.000  

1 02 02 02 02 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan bagi 
Penduduk pada 
Kondisi Kejadian 
Luar Biasa (KLB) 

                
                  

136.500.000  
    

                           
141.545.000  

            
 

Jumlah 
Penduduk 

yang 
Mendapatk
an Layanan 
Kesehatan 

pada 
Kondisi 

Kejadian 
Luar Biasa 

Provinsi 
yang 

Mendapatk
an 

Pelayanan 
Kesehatan 

Sesuai 
Standar 

 

Semua 
Kab/kot
a, Kota 

Pangkap
inang 

Semua 
Kecamatan

, Bukit 
Intan 

Semua 
Kelurahan, 

Air Itam 
Orang 55 

                  
136.500.000  

  55 
                           

141.545.000  

1 02 02 02 12 
Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Haji 

                
                  

147.000.000  
    

                           
150.000.000  
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Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Pengelolaa

n 
Pelayanan 
Kesehatan 

Haji 

  

Bangka, 
Belitung, 
Bangka 
Barat, 

Bangka 
Tengah, 
Bangka 
Selatan, 
Belitung 
Timur, 

Pangkal
pinang 

Sungailiat, 
Tanjunga 
Pandan 
Rangkui, 
Grimaya, 
Toboali, 

Koba, 
Mentok, 
Manggar 

Parit 
Padang, 
Tanjung 
Pandan, 

Pangkallala
ng, 

Rangkui, 
Bintang, 
Grimaya, 
Sriwijaya, 
Gadung, 
Padang 

Mulia, Belo 
Laut, 

Padang 

Dokumen 1 
                  

147.000.000  
  1 

                           
150.000.000  

1 02 02 02 17 
Pengelolaan 
Surveilans 
Kesehatan  

                
                  

115.500.000  
    

                           
120.000.000  

              

Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Pengelolaa

n 
Surveilans 
Kesehatan 

  
Semua 

Kab/kot
a 

Semua 
Kecamatan 

Semua 
Kelurahan 

Dokumen 1 
                  

115.500.000  
  1 

                           
120.000.000  

1 02 02 02 21 

Investigasi 
Lanjutan Kejadian 
Ikutan Pasca 
Imunisasi dan 
Pemberian Obat 
Massal oleh 
Kabupaten/Kota   

                
                    

52.494.953  
    

                             
55.000.000  
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Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Investigasi 
Lanjutan 
Kejadian 

Ikutan 
Pasca 

Imunisasi 
dan 

Pemberian 
Obat 

Massal 
oleh 

Kabupaten
/Kota 

  
Semua 

Kab/kot
a 

Semua 
Kecamatan 

Semua 
Kelurahan 

Dokumen 1 
                    

52.494.953  
  1 

                             
55.000.000  

1 02 02 02 25 

Pengambilan dan 
Pengiriman 
Spesimen 
Penyakit 
Potensial KLB ke 
Lab 
Rujukan/Nasional  

                
                    

49.073.415  
    

                             
50.000.000  

              

Jumlah 
Paket 

Spesimen 
Penyakit 
Potensial 

KLB 
ke Lab 

Rujukan/N
asional 

yang 
Didistribusi

kan 

  
Semua 

Kab/kot
a 

Semua 
Kecamatan 

Semua 
Kelurahan 

Pengirima
n 

8 
                    

49.073.415  
  8 

                             
50.000.000  

            

Persentase 
peningkata
n kesehatan 
masyarakat  

          Persen 86 
                  

771.365.836  
  87 

                           
602.550.000  
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1 02 02 1.02   

Penyediaan 
Layanan 
Kesehatan Untuk 
UKP Rujukan, 
UKM dan UKM 
Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi 

                
                  

410.000.000  
    

                           
422.300.000  

                

Persentase 
pelayanan 
kesehatan 
keluarga  

      Persen 87 
                  

410.000.000  
  88 

                           
422.300.000  

1 02 02 1.02 03 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Ibu 
dan Anak      

                
                  

105.000.000  
    

                           
110.000.000  

              

Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Pengelolaa

n 
Pelayanan 
Kesehatan 

Ibu dan 
Anak 

  
Semua 

Kab/kot
a 

Semua 
Kecamatan 

Semua 
Kelurahan 

Dokumen 3 
                  

105.000.000  
  3 

                           
110.000.000  

1 02 02 1.02 04 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Usia 
Produktif 

                
                  

100.000.000  
    

                           
105.000.000  

              

Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Pengelolaa

n 
Pelayanan 
Kesehatan 

Usia 
Produktif 

  
Kota 

Pangkal
pinang 

Bukit Intan Air Itam Dokumen 2 
                  

100.000.000  
  2 

                           
105.000.000  

1 02 02 1.02 05 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Usia 
Lanjut 

                
                  

100.000.000  
    

                           
102.000.000  
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Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Pengelolaa

n 
Pelayanan 
Kesehatan 
Usia Lanjut 

  
Bangka, 
Bangka 
Barat 

Sungailiat, 
Mentok 

Sungailiat, 
Belo Laut 

Dokumen 1 
                  

100.000.000  
  1 

                           
102.000.000  

1 02 02 1.02 06 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat  

                
                  

105.000.000  
    

                           
105.300.000  

              

Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Pengelolaa

n 
Pelayanan 
Kesehatan 

Gizi 
Masyaraka

t 

  

Bangka, 
Belitung, 
Bangka 
Barat, 

Bangka 
Tengah, 
Bangka 
Selatan, 
Belitung 
Timur, 

Pangkal
pinang 

Sungailiat, 
Tanjunga 
Pandan 
Rangkui, 
Grimaya, 
Toboali, 

Koba, 
Mentok, 
Manggar 

Parit 
Padang, 
Tanjung 
Pandan, 

Pangkallala
ng, 

Rangkui, 
Bintang, 
Grimaya, 
Sriwijaya, 
Gadung, 
Padang 

Mulia, Belo 
Laut, 

Padang 

Dokumen 6 
                  

105.000.000  
  6 

                           
105.300.000  

1 02 02 1.02   

Penyediaan 
Layanan 
Kesehatan Untuk 
UKP Rujukan, 
UKM dan UKM 
Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi 
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Persentase 
Kab/Kota 

yang 
menjalanka

n 
kesehatan 

lingkungan, 
kesehatan 
kerja dan 
olahraga 

      Persen 86 
                  

261.365.836  
  87 

                             
77.250.000  

1 02 02 1.02 07 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Kerja 
dan Olahraga 

                
                  

110.000.000  
    

                             
30.000.000  

              

Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Pengelolaa

n 
Pelayanan 
Kesehatan 
Kerja dan 
Olahraga 

  

Bangka, 
Belitung, 
Bangka 
Barat, 

Bangka 
Tengah, 
Bangka 
Selatan, 
Belitung 
Timur, 

Pangkal
pinang 

Sungailiat, 
Tanjunga 
Pandan 
Rangkui, 
Grimaya, 
Toboali, 

Koba, 
Mentok, 
Manggar 

Parit 
Padang, 
Tanjung 
Pandan, 

Pangkallala
ng, 

Rangkui, 
Bintang, 
Grimaya, 
Sriwijaya, 
Gadung, 
Padang 

Mulia, Belo 
Laut, 

Padang 

Dokumen 1 
                  

110.000.000  
  1 

                             
30.000.000  

1 02 02 1.02 08 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Lingkungan 

                
                  

151.365.836  
    

                             
47.250.000  

              

Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Pengelolaa

n 
Pelayanan 
Kesehatan 
Lingkungan 

  
Semua 

Kab/kot
a 

Semua 
Kecamatan 

Semua 
Kelurahan 

Dokumen 1 
                  

151.365.836  
  1 

                             
47.250.000  
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1 02 02 1.02   

Penyediaan 
Layanan 
Kesehatan Untuk 
UKP Rujukan, 
UKM dan UKM 
Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi 

                
                  

100.000.000  
    

                           
103.000.000  

                

Persentase 
kampanye 

germas 
dalam 

pembuday
aan 

Germas di 
masyarakat 

      Persen 100 
                  

100.000.000  
  100 

                           
103.000.000  

1 02 02 1.02 09 

Pengelolaan 
Pelayanan 
Promosi 
Kesehatan  

                
                  

100.000.000  
    

                           
103.000.000  

              

Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Pengelolaa

n 
Pelayanan 
Promosi 

Kesehatan 

  
Semua 

Kab/kot
a 

Semua 
Kecamatan 

Semua 
Kelurahan 

Dokumen 1 
                  

100.000.000  
  1 

                           
103.000.000  

            

Persentase 
Puskesmas 

dengan 
Ketersediaa
n Obat dan 

Vaksin 
Essensial   

          Persen 87 
                  

491.770.133  
  87 

                           
118.965.000  
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1 02 02 1.01   

Penyediaan 
Fasilitas 
Pelayanan, 
Sarana, Prasarana 
dan Alat 
Kesehatan Untuk 
UKP Rujukan, 
UKM dan UKM 
Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi  

                
                  

491.770.133  
    

                           
118.965.000  

                

Persentase 
Kab/Kota 
dengan 

Ketersedia
an Obat 
Esenssial 

      Persen 90 
                  

491.770.133  
  92 

                           
118.965.000  

1 02 02 1.01 21 

Distribusi  Alat 
Kesehatan, Obat, 
Vaksin, Makanan 
dan Minuman 
Serta Fasilitas 
Kesehatan 
Lainnya 

                
                  

129.508.283  
    

                             
30.000.000  

              

Jumlah 
Dokumen 
Distribusi 

Alat 
Kesehatan, 

Obat, 
Vaksin, 

Makanan 
dan 

Minuman 
serta 

Fasilitas 
Kesehatan 

Lainnya 

  

Bangka, 
Belitung, 
Bangka 
Barat, 

Bangka 
Tengah, 
Bangka 
Selatan, 
Belitung 
Timur, 

Pangkal
pinang 

Sungailiat, 
Tanjunga 
Pandan 
Rangkui, 
Grimaya, 
Toboali, 

Koba, 
Mentok, 
Manggar 

Parit 
Padang, 
Tanjung 
Pandan, 

Pangkallala
ng, 

Rangkui, 
Bintang, 
Grimaya, 
Sriwijaya, 
Gadung, 
Padang 

Mulia, Belo 
Laut, 

Padang 

Dokumen 1 
                  

129.508.283  
  1 

                             
30.000.000  

1 02 02 1.01 22 

Pengadaan Obat, 
Vaksin, Makanan 
dan Minuman 
serta Fasilitas 
Kesehatan 
Lainnya   

                
                  

253.440.801  
    

                             
40.000.000  
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Jumlah 
Obat, 

Vaksin, 
Makanan 

dan 
Minuman 

serta 
Fasilitas 

Kesehatan 
Lainnya 

yang 
Disediakan 

  
Kota 

Pangkap
inang 

Bukit Intan Air Itam Paket 1 
                  

253.440.801  
  1 

                             
40.000.000  

1 02 02 1.01 23 

Distribusi Bahan 
Medis Habis 
Pakai (BMHP) ke 
Kabupaten/kota 

                
                  

108.821.049  
    

                             
48.965.000  

              

Jumlah  
Bahan  
Medis  

Habis Pakai  
(BMHP) 

yang 
Didistribusi

kan ke 
Kabupaten

/Kota 

  
Kota 

Pangkap
inang 

Bukit Intan Air Itam Paket 1 
                  

108.821.049  
  1 

                             
48.965.000  

1 02 02 1.01 08 

Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 
Fasilitas 
Kesehatan 
Lainnya 

                
                                        

-  
    

                                                 
-  

              

Jumlah 
Fasilitas 

Kesehatan 
Lainnya 

yang 
Dilakukan 

Rehabilitasi 
dan 

Pemelihara
an Sarana, 
Prasarana 
dan Alat 

Kesehatan 

  
Kota 

Pangkap
inang 

Bukit Intan Air Itam Unit 0 
                                        

-  
  0 

                                                 
-  
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Persentase 
pelaksanaa

n 
sinkronisasi 
penerapan 

standar 
pelayanan 

minimal 
(SPM) 
bidang 

kesehatan 
lintas 

kabupaten/
kota  

          Persen 100 
                  

120.149.756  
  100 

                           
103.000.000  

1 02 02 1.02   

Penyediaan 
Layanan 
Kesehatan Untuk 
UKP Rujukan, 
UKM dan UKM 
Rujukan Tingkat 
Daerah Provinsi 

                
                  

120.149.756  
    

                           
103.000.000  

                

Jumlah 
kesepakata

n 
koordinasi 

dan 
sinkronisasi 
penerapan 

SPM 
Kab/kota 

      Dokumen 7 
                  

120.149.756  
  7 

                           
103.000.000  

1 02 02 1.02 18 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penerapan SPM 
Bidang Kesehatan 
Lintas 
Kabupaten/Kota 

                
                  

120.149.756  
    

                           
103.000.000  
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Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Koordinasi 

dan 
Sinkronisas

i 
Penerapan 

SPM 
Bidang 

Kesehatan 
Lintas 

Kabupaten
/Kota 

  
Kota 

Pangkal
pinang 

Bukit Intan Air Itam Dokumen 4 
                  

120.149.756  
  4 

                           
103.000.000  

            

Persentase 
fasilitas 

pelayanan 
kesehatan 

yang 
menggunak
an sistem 
informasi 
kesehatan 

(SIK)  

          Persen 100 
                  

300.000.189  
  100 

                           
206.000.000  

1 02 02 1.03   

Penyelenggaraan 
Sistem Informasi 
Kesehatan 
secara 
Terintegrasi 

                
                  

300.000.189  
    

                           
206.000.000  

                

Jumlah 
Kabupaten
/kota yang 
melaksana
kan sistem 
informasi 
kesehatan 

(SIK) 

      Kab/kota 7 
                  

300.000.189  
  7 

                           
206.000.000  

1 02 02 1.03 01 
Pengelolaan Data 
dan Informasi 
Kesehatan   

                
                  

100.000.000  
    

                             
75.000.000  
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Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Pengelolaa
n Data dan 
Informasi 
Kesehatan 

  
Kota 

Pangkal
pinang 

Bukit Intan Air Itam Dokumen 1 
                  

100.000.000  
  1 

                             
75.000.000  

1 02 02 1.03 02 
Pengelolaan 
Sistem Informasi 
Kesehatan 

            
  

                  
100.000.189    

                             
75.000.000  

              

Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Pengelolaa

n Sistem 
Informasi 
Kesehatan 

  
Kota 

Pangkal
pinang 

Bukit Intan Air Itam Dokumen 1 
                  

100.000.189  
  1 

                             
75.000.000  

1 02 02 1.03 03 

Pengadaan Alat 
/Perangkat 
Sistem Informasi 
Kesehatan dan 
Jaringan Internet 

    
      

                  
100.000.000  

    
                             

56.000.000  

              

Jumlah 
Alat/Peran
gkat Sistem 
Informasi 
Kesehatan 

dan 
Jaringan 
Internet 

yang 
Tersedia 

  
Kota 

Pangkal
pinang 

Bukit Intan Air Itam Unit 1 
                  

100.000.000  
  1 

                             
56.000.000  

1 02 03     

PENINGKATAN 
KAPASITAS 
SUMBER DAYA 
MANUSIA 
KESEHATAN  

                
              

2.014.999.590  
    

                       
2.075.450.000  
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Persentase  
tenaga 

kesehatan  
yang  

mendapatk
an  

peningkata
n  

kompetensi 

          Persen 85 
              

2.014.999.590  
  86 

                       
2.075.450.000  

1 02 03 1.01   

Perencanaan 
Kebutuhan 
Sumber Daya 
Manusia 
Kesehatan untuk 
UKM dan UKP 
Provinsi 

                
                  

164.999.590  
    

                           
169.950.000  

                

Persentase 
tenaga 

kesehatan 
di fasilitas 
pelayanan 
kesehatan 

sesuai 
standar  

      Persen 88 
                  

164.999.590  
  89 

                           
169.950.000  

1 02 03 1.01 01 

Pemenuhan 
Kebutuhan 
Sumber Daya 
Manusia 
Kesehatan   

                
                    

80.000.000  
    

                             
84.950.000  
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Jumlah 
Sumber 

Daya 
Manusia 

Kesehatan 
yang 

Memenuhi 
Standar di 

Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan 

(Fasyankes) 

  
Kota 

Pangkal
pinang 

Bukit Intan Air Itam Orang 3120 
                    

80.000.000  
  3120 

                             
84.950.000  

1 02 03 1.01 02 

Distribusi dan 
Pemerataan 
Sumber Daya 
Manusia 
Kesehatan  

                
                    

84.999.590  
    

                             
85.000.000  

              

Jumlah 
Sumber 

Daya 
Manusia 

Kesehatan 
yang 

Terdistribu
si 

  
Kota 

Pangkal
pinang 

Bukit Intan Air Itam Orang 148 
                    

84.999.590  
  148 

                             
85.000.000  

1 02 03 1.02   

Pengembangan 
Mutu dan 
Peningkatan 
Kompetensi 
Teknis Sumber 
Daya Manusia 
Kesehatan 
Tingkat Daerah 
Provinsi 

                
              

1.850.000.000  
    

                       
1.905.500.000  



DINAS KESEHATAN 

212 BAB IV | RENCANA KERJA 2023 
 

                

Jumlah 
Sumber 

Daya 
Manusia 

(SDM) 
Kesehatan 

yang 
ditingkatka

n 
kompetens

inya 

      Orang 421 
              

1.850.000.000  
  422 

                       
1.905.500.000  

1 02 03 1.02 01 

Peningkatan 
Kompetensi dan 
Kualifikasi 
Sumber Daya 
Manusia 
Kesehatan    

                
              

1.850.000.000  
    

                       
1.905.500.000  

              

Jumlah 
Sumber 

Daya 
Manusia 

Kesehatan 
Kompetens

i dan 
Kualifikasi 
Meningkat 

  
Kota 

Pangkal
pinang 

Bukit Intan Air Itam Orang 270 
              

1.850.000.000  
  270 

                       
1.905.500.000  

1 02 04     

SEDIAAN 
FARMASI, ALAT 
KESEHATAN DAN 
MAKANAN 
MINUMAN  

                
                  

240.047.116  
    

                           
161.710.000  
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Persentase 
sarana 
sediaan 
farmasi, 

alat 
kesehatan 

dan 
makanan 
minuman 

yang 
memenuhi 

syarat 

          Persen 88 
                  

240.047.116  
  89 

                           
161.710.000  

1 02 04 1.02   

Penerbitan izin 
Usaha Kecil Obat 
Tradisional 
(UKOT) 

                
                  

111.000.000  
    

                           
114.330.000  

                

Persentase 
usaha kecil 

obat 
tradisional 
yang dapat 

diawasi 
serta 

memenuhi 
syarat dan 
memiliki 
izin edar  

      Persen 75 
                  

111.000.000  
  80 

                           
114.330.000  

1 02 04 1.02 01 

Pengendalian dan 
Pengawasan 
serta Tindak 
Lanjut Penerbitan 
Izin Usaha Kecil 
Obat Tradisional  

                
                    

21.000.000  
    

                             
24.000.000  
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Jumlah 
Usaha Kecil 

Obat 
Tradisional 

yang 
Dikendalika

n dan 
Diawasi 
dalam 
rangka 

Penerbitan 
dan 

Tindaklanju
t 

Penerbitan 
Izin 

Usaha Kecil 
Obat 

Tradisional 

  
Semua 

Kab/kot
a 

Semua 
Kecamatan 

Semua 
Kelurahan 

Sarana 4 
                    

21.000.000  
  4 

                             
24.000.000  

1 02 04 1.02 02 

Penyediaan dan 
Pengelolaan Data 
Perizinan dan 
Tindak Lanjut 
Pengawasan Izin 
UKOT Berbasis 
Elektronik            

            
  

                    
90.000.000  

    
                             

90.330.000  

            
 

Jumlah 
Dokumen 
Hasil Data 

Sarana 
UKOT yang 

Sudah 
Menerapka
n Perizinan 

Berbasis 
Elektronik 

  
Semua 

Kab/kot
a 

Semua 
Kecamatan 

Semua 
Kelurahan 

Dokumen 1 
                    

90.000.000  
  1 

                             
90.330.000  

1 02 04 1.01 
1.
01 

Penerbitan 
Pengakuan 
Pedagang Besar 
Farmasi (PBF) 
Cabang dan 
Cabang Penyalur 
Alat Kesehatan 
(PAK) 

                
                  

129.047.116  
    

                             
47.380.000  
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Persentase 
fasilitas 

pelayanan 
kesehatan 

dan 
penyalur 

alat 
kesehatan 
yang dapat 

diawasi 
serta 

memenuhi 
syarat dan 
memiliki 
izin edar 

      Persen 87,5 
                  

129.047.116  
  88 

                             
47.380.000  

1 02 04 1.01 01 

Pengendalian dan 
Pengawasan 
Serta Tindak 
Lanjut Penerbitan 
Pengakuan PBF 
Cabang dan 
Cabang Pak  

                
                    

45.442.089  
    

                             
21.000.000  

              

Jumlah PBF 
Cabang 

dan 
Cabang 

PAK yang 
Dikendalika

n dan 
Diawasi 
dalam 
rangka 

Penerbitan 
dan 

Tindaklanju
t 

Penerbitan 
Perizinan 

  
Semua 

Kab/kot
a 

Semua 
Kecamatan 

Semua 
Kelurahan 

Sarana 16 
                    

45.442.089  
  16 

                             
21.000.000  

1 02 04 1.01 02 

Penyediaan dan 
pengelolaan Data 
Perizinan 
Pengakuan PBF 
Cabang  dan 

            
  

                    
83.605.027  

    
                             

26.380.000  
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Cabang PAK 
Berbasis 
Elektronik   

              

Jumlah 
Data 

Perizinan 
Pengakuan 

PBF 
Cabang 

yang 
Memenuhi 
Ketentuan 
Perizinan 
Berusaha 

dan 
Cabang 

PAK 
Berbasis 

Elektronik 

  
Semua 

Kab/kot
a 

Semua 
Kecamatan 

Semua 
Kelurahan 

Dokumen 1 
                    

83.605.027  
  1 

                             
26.380.000  

1 02 05     

PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 
BIDANG 
KESEHATAN 

                
                  

400.000.000  
    

                           
314.150.000  

            

Persentase 
kabupaten/
kota yang 
memiliki 
kebijakan 
Gerakan 

Masyarakat 
Hidup Sehat 

(Germas) 

          Persen 87 
                  

400.000.000  
  89 

                           
314.150.000  

1 02 05 1.01   

Advokasi, 
Pemberdayaan, 
Kemitraan, 
Peningkatan 
Peran Serta 
Masyarakat dan 
Lintas Sektor 
Tingkat Daerah 
Provinsi 

                
                  

150.000.000  
    

                           
103.000.000  



DINAS KESEHATAN 

217 BAB IV | RENCANA KERJA 2023 
 

                

Jumlah 
kebijakan 
baru yang 
mendukun
g gerakan 

masyarakat 
hidup 

sehat di 
Kabupaten

/Kota 

      Kebijakan 7 
                  

150.000.000  
  7 

                           
103.000.000  

1 02 05 1.01 01 

Peningkatan 
Upaya Advokasi 
Kesehatan, 
Pemberdayaan, 
Penggalangan 
Kemitraan, Peran 
Serta Masyarakat 
dan Lintas Sektor 
Tingkat Daerah 
Provinsi   

                
                  

150.000.000  
    

                           
103.000.000  

              

Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Advokasi 

Kesehatan, 
Pemberday

aan, 
Penggalang

an 
Kemitraan, 

Peran 
serta 

Masyaraka
t dan Lintas 

Sektor 
Tingkat 
Daerah 
Provinsi 

  

Bangka, 
Belitung, 
Bangka 
Barat, 

Bangka 
Tengah, 
Bangka 
Selatan, 
Belitung 
Timur, 

Pangkal
pinang 

Sungailiat, 
Tanjunga 
Pandan 
Rangkui, 
Grimaya, 
Toboali, 

Koba, 
Mentok, 
Manggar 

Parit 
Padang, 
Tanjung 
Pandan, 

Pangkallala
ng, 

Rangkui, 
Bintang, 
Grimaya, 
Sriwijaya, 
Gadung, 
Padang 

Mulia, Belo 
Laut, 

Padang 

Dokumen 1 
                  

150.000.000  
  1 

                           
103.000.000  

1 02 05 1.02   

Pelaksanaan 
Komunikasi 
Informasi dan 
Edukasi (KIE) 
perilaku Hidup 

                
                  

150.000.000  
    

                           
108.150.000  
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Bersih dan Sehat 
dalam Rangka 
Promotif 
Preventif Tingkat 
Daerah Provinsi 

                

Jumlah 
Pelaksanaa
n KIE PHBS 

di 
Masyaraka

t 

      Tema 8 
                  

150.000.000  
  8 

                           
108.150.000  

1 02 05 1.02 01 

Penyelenggaraan 
Promosi 
Kesehatan dan 
Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat  

                
                                        

-  
    

                                                 
-  

              

Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Penumbuh

an 
Kesadaran 

dalam 
Peningkata
n Derajat 

Kesehatan 
Keluarga 

dan 
Lingkungan 

dengan 
Menerapka
n Perilaku 

Hidup 
Bersih dan 

Sehat 

  
Semua 

Kab/kot
a 

Semua 
Kecamatan 

Semua 
Kelurahan 

Dokumen 1 
                                        

-  
  1 

                                                 
-  

1 02 05 1.02 02 

Penumbuhan 
Kesadaran 
Keluarga dalam 
Peningkatan 
Derajat 
Kesehatan 

                
                  

150.000.000  
    

                           
108.150.000  
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Keluarga dan 
Lingkungan 
dengan 
Menerapkan 
Prilaku Hidup 
Bersih dan Sehat 

              

Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Penumbuh

an 
Kesadaran 

dalam 
Peningkata
n Derajat 

Kesehatan 
Keluarga 

dan 
Lingkungan 

dengan 
Menerapka
n Perilaku 

Hidup 
Bersih dan 

Sehat 

  
Semua 

Kab/kot
a 

Semua 
Kecamatan 

Semua 
Kelurahan 

Dokumen 1 
                  

150.000.000  
  1 

                           
108.150.000  

1 02 05 1.03   

Pengembangan 
dan Pelaksanaan 
Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya 
Masyarakat 
(UKBM) Tingkat 
Daerah Provinsi 

                
                  

100.000.000  
    

                           
103.000.000  

                

Persentase 
kabupaten/
kota yang 
melaksana

kan 
pembinaan 
posyandu 

aktif 

      Persen 80 
                  

100.000.000  
  80 

                           
103.000.000  

1 02 05 1.03 01 
Bimbingan Teknis 
dan Supervisi 

                
                  

100.000.000  
    

                           
103.000.000  
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UKBM 

              

Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Bimbingan 
Teknis dan 
Supervisi 

UKBM 

  
Semua 

Kab/kot
a 

Semua 
Kecamatan 

Semua 
Kelurahan 

Dokumen 1 
                  

100.000.000  
  1 

                           
103.000.000  
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BAB V 
 

PENUTUP 
 

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh sistem, nilai 

dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada berbagai sistem 

kebijakan dalam pelaksanaan program-program kesehatan yang ada, termasuk 

potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan kesehatan. 

Peningkatan peran serta dan potensi swasta untuk menggalang pembangunan 

kesehatan agar dapat berhasil guna perlu dimaksimalkan, kemitraan yang setara, 

terbuka dan saling menguntungkan dapat membantu mewujudkan tujuan 

pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan. Untuk mencapai derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu diselenggarakan berbagai 

upaya kesehatan dengan menghimpun seluruh potensi yang ada.   

Terwujudnya pembangunan kesehatan juga dipengaruhi berbagai faktor 

yang tidak hanya menjadi tanggungjawab sektor kesehatan melainkan juga menjadi 

tanggungjawab berbagai sektor terkait. Pembiayaan pembangunan kesehatan 

merupakan public good yang menjadi tanggungjawab pemerintah, termasuk 

pembangunan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan melalui jaminan 

pemeliharaan kesehatan dengan mekanisme asuransi sosial yang pada waktunya 

dapat mencapai universal coverage. Sistem kesehatan akan berfungsi secara 

optimal apabila ditunjang oleh pemberdayaan masyarakat termasuk swasta, yang 

tidak semata-mata hanya sebagai sasaran pembangunan kesehatan melainkan juga 

sebagai subjek/penyelenggaran pada pelaku pembangunan kesehatan, 

pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan pada hakikatnya merupakan 

fokus dari pembangunan kesehatan itu sendiri.  

Sistem manajemen dan informasi kesehatan diselenggarakan dalam upaya 

pemberian pelayanan kesehatan guna menghasilkan  informasi kesehatan yang 

dibutuhkan Pemerintah dalam pengambilan kebijakan sektor kesehatan dan 

masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan, adapun adminstrasi 

kesehatan, informasi kesehatan dan hukum kesehatan yang memadai  mampu 

menunjang pelayanan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna. 

Dalam penyelenggaraan manajemen kesehatan diperlukan berbagai sistem 
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upaya kesehatan antara lain: sistem pembiayaan kesehatan, sistem sumber daya 

manusia kesehatan, sistem sediaan farmasi dan alat kesehatan dan sistem 

pemberdayaan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang terpadu untuk meningkatan 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 

Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  tahun 2023 

menjawab tantangan dalam pembangunan bidang kesehatan di tahun kedepan. 

Program-program kesehatan telah disusun berdasarkan permasalahan kesehatan 

yang ditemukan di wilayah provinsi kepulauan Bangka Belitung beserta 

penanggulangannya, yang diharapkan mampu menjadi daya ungkit pada pencapaian 

kinerja bidang kesehatan. dengan disusunnya dokumen Renja Dinas Kesehatan 

Provinsi 2023 diharapkan dapat mempercepat pengentasan permasalahan 

kesehatan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
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	Realisasi capaian akses sanitasi keluarga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 sebesar 95,77%. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 7,77% dibandingkan capaian tahun 2020 (88%) dan melebihi target renstra tahun 2021 yang ditentukan ...
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	BAB III
	TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN PROVINSI
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Periode 2023-2026, dimana bab selanjutnya memaparkan pagu indikatif serta indikator.


